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ABSTRACT
Hospital licensing has evolved from an administrative requirement into a risk-based
regulatory mechanism designed to ensure healthcare quality, patient safety, and
organizational accountability. However, evidence suggests that regulatory
compliance does not always reflect actual organizational readiness to deliver safe
and effective healthcare services. This study aimed to evaluate the conformity of
Brigjend H. Hasan Basry Regional Hospital, Indonesia, with hospital licensing
standards and to identify gaps between documented compliance and operational
readiness. A descriptive evaluative study was conducted using a post-positivist
approach during an integrated licensing assessment undertaken on 6 May 2026.
Data were collected through document review, field observation, verification of
evidence, and consensus-based assessment involving representatives from the
Ministry of Health, South Kalimantan Provincial Health Office, and Hulu Sungai
Selatan District Health Office. The evaluation covered administrative governance,
hospital location and infrastructure, emergency services, outpatient and inpatient
care, intensive care services, supporting services, utilities, maintenance systems,
and mortuary services. Findings were analyzed by comparing actual conditions
against Indonesia’s risk-based hospital licensing standards. The assessment
demonstrated a high level of compliance across major licensing domains.
Administrative and governance requirements, legal documentation, strategic
planning, land-use conformity, and core healthcare services largely met regulatory
standards. The hospital possesses strong institutional capacity, including 281
inpatient beds, more than 800 personnel, comprehensive specialist services, and
extensive infrastructure. Nevertheless, several areas requiring improvement were
identified, including optimization of patient flow within emergency services,
strengthening monitoring systems, enhancement of patient-centered facilities,
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implementation of Standard Inpatient Class (KRIS) requirements, environmental
control in selected clinical areas, and operational readiness of specific critical care
services. These findings revealed that while regulatory compliance was largely
achieved, varying levels of organizational readiness remained evident across
service components. Brigjend H. Hasan Basry Regional Hospital demonstrated
substantial compliance with Indonesia’s risk-based hospital licensing standards.
However, the study highlights that compliance alone does not fully represent
institutional readiness. Hospital licensing should therefore be viewed not only as a
regulatory obligation but also as a continuous quality improvement mechanism that
supports organizational preparedness, patient safety, and sustainable healthcare
performance.

Keywords: Hospital Licensing, Organizational Readiness; Regulatory
Compliance; Quality Improvemenal

ABSTRAK
Perizinan rumah sakit telah berkembang dari sekadar persyaratan administratif
menjadi instrumen regulasi berbasis risiko yang bertujuan menjamin mutu
pelayanan, keselamatan pasien, dan akuntabilitas organisasi. Namun berbagai
penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi belum tentu
mencerminkan kesiapan institusional dalam memberikan pelayanan kesehatan yang
aman dan bermutu. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi tingkat kesesuaian RSUD
Brigjend H. Hasan Basry Kandangan terhadap Standar Perizinan Berusaha Rumah
Sakit serta mengidentifikasi kesenjangan antara kepatuhan regulatif dan kesiapan
operasional organisasi. Penelitian menggunakan pendekatan evaluatif deskriptif
dengan paradigma post-positivistik. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah
dokumen, observasi lapangan, verifikasi bukti, dan penilaian berbasis konsensus
pada kegiatan penilaian terpadu tanggal 6 Mei 2026 yang melibatkan Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, dan
Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penilaian mencakup aspek tata
kelola administratif, lokasi dan bangunan, pelayanan gawat darurat, rawat jalan,
rawat inap, pelayanan intensif, pelayanan penunjang, utilitas bangunan,
pemeliharaan sarana-prasarana, dan pelayanan jenazah. Analisis dilakukan dengan
membandingkan kondisi aktual rumah sakit terhadap standar perizinan berusaha
rumah sakit berbasis risiko. Hasil penilaian menunjukkan tingkat kesesuaian yang
tinggi pada sebagian besar komponen standar perizinan. Aspek legalitas, tata kelola,
perencanaan strategis, kesesuaian lahan, dan pelayanan utama rumah sakit telah
memenuhi persyaratan regulasi. Rumah sakit memiliki kapasitas institusional yang
kuat dengan 281 tempat tidur, lebih dari 800 sumber daya manusia, layanan
spesialistik yang lengkap, serta dukungan infrastruktur yang memadai. Meskipun
demikian, masih ditemukan beberapa area yang memerlukan penyempurnaan,
antara lain optimalisasi alur pasien pada instalasi gawat darurat, penguatan sistem
monitoring pelayanan, peningkatan fasilitas berorientasi pasien, penyesuaian
terhadap Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), pengendalian lingkungan pada area
klinis tertentu, serta peningkatan kesiapan operasional beberapa layanan intensif.
Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi telah tercapai, namun
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tingkat kesiapan institusional masih bervariasi pada beberapa komponen pelayanan.
RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan menunjukkan tingkat kesesuaian yang
tinggi terhadap Standar Perizinan Berusaha Rumah Sakit berbasis risiko di
Indonesia. Namun demikian, kepatuhan regulatif belum sepenuhnya
menggambarkan kesiapan institusional. Oleh karena itu, perizinan rumah sakit
perlu dipandang tidak hanya sebagai instrumen legalitas, tetapi juga sebagai
mekanisme peningkatan mutu berkelanjutan untuk memperkuat kesiapan
organisasi, keselamatan pasien, dan kinerja pelayanan kesehatan.

Kata Kunci: Perizinan Rumah Sakit; Kesiapan Institusional; Kepatuhan Regulasi;
Peningkatan Mutu

A. LATAR BELAKANG

Rumah sakit merupakan organisasi pelayanan kesehatan yang paling
kompleks dalam sistem kesehatan modern karena mengintegrasikan fungsi
pelayanan medis, keperawatan, penunjang diagnostik, rehabilitasi, administrasi,
pendidikan, penelitian, serta pengelolaan risiko dalam satu kesatuan sistem yang
saling bergantung. Kompleksitas tersebut menjadikan rumah sakit bukan sekadar
tempat penyembuhan penyakit, melainkan institusi publik yang harus mampu
menjamin mutu pelayanan, keselamatan pasien, efisiensi penggunaan sumber daya,
serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku (World Health Organization
[WHO], 2023). Dalam perspektif administrasi publik dan tata kelola kesehatan,
rumah sakit dipandang sebagai organisasi berisiko tinggi (high reliability
organization) yang menuntut standar operasional yang ketat untuk mencegah
terjadinya kegagalan sistem yang dapat berdampak langsung terhadap keselamatan
manusia (Braithwaite et al., 2024).

Perkembangan sistem kesehatan global menunjukkan bahwa keberhasilan
pelayanan rumah sakit tidak lagi hanya diukur dari kemampuan menyembuhkan
pasien, tetapi juga dari kemampuan organisasi memenuhi standar regulasi, standar
mutu, dan standar keselamatan yang ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu, sistem
perizinan rumah sakit mengalami transformasi dari pendekatan administratif
menuju pendekatan berbasis risiko (risk-based regulation), yaitu pendekatan yang
menempatkan pemenuhan standar sebagai instrumen utama dalam menjamin
kualitas pelayanan kesehatan (OECD, 2025). Paradigma tersebut sejalan dengan
reformasi regulasi di Indonesia melalui implementasi Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko (PBBR) yang mengharuskan setiap rumah sakit memenuhi persyaratan
administratif, teknis, operasional, dan tata kelola sebelum memperoleh izin
penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan
Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Subsektor Kesehatan yang menempatkan rumah sakit sebagai kegiatan
usaha berisiko tinggi yang wajib memenuhi persyaratan dasar, standar teknis, serta
izin operasional sebelum menjalankan kegiatan pelayanan kesehatan.

Meskipun regulasi mengenai perizinan rumah sakit terus berkembang,
berbagai penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap standar regulasi masih
menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Penelitian
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yang dilakukan oleh Shaw et al. (2023) menemukan bahwa banyak rumah sakit
mampu memenuhi persyaratan administratif, namun masih mengalami kesenjangan
pada aspek implementasi standar pelayanan, tata kelola klinis, pengelolaan risiko,
dan pengawasan mutu. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan izin
belum tentu mencerminkan kesiapan organisasi secara menyeluruh. Bahkan,
Braithwaite et al. (2024) menjelaskan bahwa salah satu persoalan utama dalam
sistem kesehatan modern adalah munculnya fenomena “regulatory compliance
without organizational readiness”, yaitu kondisi ketika institusi telah memenuhi
dokumen regulasi tetapi belum sepenuhnya siap secara operasional dalam
memberikan pelayanan yang aman dan bermutu.

Kesenjangan antara kepatuhan administratif dan kesiapan operasional
tersebut menjadi isu penting dalam sistem perizinan rumah sakit di Indonesia.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 secara eksplisit mengatur
bahwa rumah sakit wajib memenuhi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang,
persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, sertifikat laik fungsi,
standar pelayanan, sumber daya manusia, sarana-prasarana, hingga sistem
pengawasan berkelanjutan sebelum memperoleh dan mempertahankan izin
operasional. Regulasi tersebut menunjukkan bahwa izin operasional bukan sekadar
legalitas administratif, melainkan bukti bahwa rumah sakit telah memenuhi standar
minimum yang menjamin mutu dan keselamatan pelayanan kesehatan.

Namun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa implementasi standar
rumah sakit sering kali menghadapi tantangan yang bersumber dari keterbatasan
sumber daya, ketidaksesuaian infrastruktur, lemahnya integrasi pelayanan, serta
belum optimalnya sistem pengendalian mutu. Humphreys et al. (2022) menjelaskan
bahwa kapasitas rumah sakit tidak dapat diukur hanya dari jumlah tempat tidur, luas
bangunan, atau kelengkapan peralatan medis, tetapi harus dilihat sebagai
kemampuan organisasi mengintegrasikan seluruh sumber daya yang tersedia
menjadi pelayanan yang efektif, aman, dan berkelanjutan. Dengan demikian,
evaluasi terhadap pemenuhan standar perizinan rumah sakit harus dilakukan secara
komprehensif agar mampu menggambarkan kondisi nyata organisasi, bukan
sekadar menilai kelengkapan dokumen formal.

Dalam perspektif kebijakan kesehatan, pentingnya pemenuhan standar
perizinan rumah sakit juga berkaitan erat dengan agenda Universal Health
Coverage (UHC). WHO (2023) menegaskan bahwa pencapaian UHC tidak hanya
ditentukan oleh akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, tetapi juga oleh
kualitas fasilitas kesehatan yang memberikan layanan tersebut. Rumah sakit yang
tidak memenuhi standar dapat meningkatkan risiko kejadian tidak diharapkan,
menurunkan kepercayaan masyarakat, serta menghambat efektivitas sistem rujukan
kesehatan. Oleh karena itu, pemenuhan standar perizinan dan izin operasional
menjadi instrumen strategis untuk memastikan bahwa rumah sakit mampu
menjalankan fungsi pelayanan secara aman dan berkualitas.

RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan merupakan rumah sakit rujukan
utama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan kawasan Banua Anam yang memiliki
posisi strategis dalam sistem pelayanan kesehatan regional. Dengan kapasitas lebih
dari 250 tempat tidur, berbagai layanan spesialistik, serta dukungan sumber daya
manusia yang besar, rumah sakit ini memegang peranan penting dalam menjamin
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akses pelayanan kesehatan masyarakat. Berdasarkan klasifikasi dalam Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025, rumah sakit dengan kapasitas tersebut
termasuk kategori fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki tingkat risiko tinggi
sehingga wajib memenuhi standar perizinan dan persyaratan operasional secara
menyeluruh.

Meskipun memiliki peran strategis, hingga saat ini masih terdapat
keterbatasan penelitian yang secara khusus mengevaluasi tingkat kesesuaian rumah
sakit terhadap Standar Perizinan Berusaha Rumah Sakit berdasarkan regulasi
terbaru. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada akreditasi
rumah sakit, keselamatan pasien, budaya mutu, atau kepuasan pengguna layanan.
Penelitian mengenai kesesuaian terhadap standar perizinan berusaha masih relatif
terbatas, terutama yang menilai secara menyeluruh aspek administratif, lokasi dan
bangunan, pelayanan medis, pelayanan penunjang, pemeliharaan sarana-prasarana,
utilitas bangunan, serta pelayanan jenazah dalam satu kerangka evaluasi terpadu.
Kondisi tersebut menciptakan kesenjangan pengetahuan (knowledge gap) karena
belum tersedia gambaran komprehensif mengenai sejauh mana rumah sakit telah
memenuhi seluruh komponen yang dipersyaratkan untuk memperoleh dan
mempertahankan izin operasional.

Selain itu, terdapat pula kesenjangan kebijakan (policy gap) antara tuntutan
regulasi yang semakin kompleks dengan bukti empiris mengenai tingkat kesiapan
rumah sakit daerah dalam memenuhi standar tersebut. Regulasi mengharuskan
rumah sakit tidak hanya memenuhi persyaratan saat pengajuan izin, tetapi juga
mempertahankan kepatuhan melalui mekanisme pengawasan, inspeksi rutin, dan
evaluasi berkala. Akan tetapi, masih sedikit penelitian yang mengkaji sejauh mana
rumah sakit telah memenuhi standar tersebut secara aktual di lapangan.
Kesenjangan ini berpotensi menyebabkan lemahnya dasar evidens dalam
pengambilan keputusan manajerial maupun kebijakan kesehatan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk
menjawab kebutuhan akan bukti empiris mengenai tingkat kesesuaian RSUD
Brigjend H. Hasan Basry Kandangan terhadap Standar Perizinan Berusaha Rumah
Sakit sebagaimana diatur dalam regulasi kesehatan terbaru. Penelitian ini
diharapkan mampu memberikan gambaran objektif mengenai tingkat kepatuhan
dan kesiapan rumabh sakit terhadap standar yang berlaku, mengidentifikasi area-area
yang masih memerlukan perbaikan, serta menyediakan dasar ilmiah bagi penguatan
tata kelola rumah sakit dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tingkat kesesuaian RSUD Brigjend
H. Hasan Basry Kandangan terhadap Standar Perizinan Berusaha Rumah Sakit
berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 dan
regulasi terkait lainnya, meliputi aspek administratif dan manajemen, lokasi dan
bangunan, pelayanan medis, pelayanan penunjang, pemeliharaan sarana-prasarana,
serta pelayanan jenazah. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi
kesenjangan pemenuhan standar sebagai dasar rekomendasi strategis dalam
mendukung keberlanjutan mutu pelayanan dan pemenuhan persyaratan izin
operasional rumah sakit secara berkelanjutan.
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B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluatif deskriptif dengan
paradigma post-positivistik. Paradigma ini memandang bahwa tingkat kesesuaian
rumah sakit terhadap standar perizinan berusaha merupakan realitas yang dapat
diamati dan diukur melalui bukti empiris, namun tetap memerlukan interpretasi
profesional berdasarkan konteks organisasi dan regulasi yang berlaku. Secara
ontologis, objek penelitian dipahami sebagai kondisi faktual pemenuhan Standar
Perizinan Berusaha Rumah Sakit pada berbagai aspek penyelenggaraan rumah
sakit. Secara epistemologis, pengetahuan diperoleh melalui verifikasi dokumen,
observasi lapangan, klarifikasi, dan konsensus penilaian yang berbasis bukti.
Adapun secara aksiologis, penelitian ini diarahkan untuk mendukung peningkatan
mutu pelayanan, penguatan kepatuhan regulasi, serta penyempurnaan tata kelola
rumah sakit dalam rangka pemenuhan persyaratan izin operasional.

Objek penelitian adalah tingkat kesesuaian RSUD Brigjend H. Hasan Basry
Kandangan terhadap Standar Perizinan Berusaha Rumah Sakit sebagaimana diatur
dalam regulasi perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan. Penelitian
dilaksanakan di RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan, Kabupaten Hulu
Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, pada tanggal 6 Mei 2026.

Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan penilaian terpadu yang
melibatkan tim dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Selatan, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai
Selatan. Kegiatan diawali dengan pemaparan profil rumah sakit, dokumen
perizinan, dan bukti pendukung lainnya oleh manajemen rumah sakit. Selanjutnya
dilakukan telaah dokumen menggunakan instrumen standar berupa kertas kerja
penilaian kesesuaian perizinan berusaha rumah sakit yang diisi secara bersama oleh
tim penilai berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan bukti objektif yang tersedia.

Tahap berikutnya berupa telusur lapangan untuk memverifikasi kesesuaian
kondisi aktual rumah sakit terhadap persyaratan standar pada aspek administratif,
sarana dan prasarana, pelayanan medis, pelayanan penunjang, utilitas bangunan,
serta komponen lainnya yang menjadi objek penilaian. Hasil observasi kemudian
dikonfirmasi melalui sesi klarifikasi dan diskusi antara tim penilai dengan
manajemen rumah sakit guna memastikan validitas informasi, mengidentifikasi
ketidaksesuaian, serta merumuskan rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Pada
akhir kegiatan, disepakati tindak lanjut dan target waktu pelaksanaan perbaikan
terhadap temuan yang masith memerlukan penyempurnaan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-evaluatif dengan membandingkan
kondisi aktual rumah sakit terhadap indikator yang tercantum dalam instrumen
penilaian. Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi yang menggambarkan
tingkat kesesuaian setiap aspek penilaian, area yang telah memenuhi standar, area
yang masih memerlukan perbaikan, serta implikasinya terhadap pemenuhan
persyaratan perizinan berusaha dan izin operasional rumah sakit.
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C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan
Profil dan Karakteristik RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan

RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan merupakan rumah sakit milik
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berperan sebagai penyedia
pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat di wilayah Banua Anam dan kawasan
sekitarnya. Berdasarkan hasil penilaian kesesuaian perizinan berusaha, rumah sakit
ini memiliki luas lahan sekitar 120.000 m? dengan kapasitas 281 tempat tidur rawat
inap serta didukung lebih dari 800 sumber daya manusia kesehatan dan non-
kesehatan yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan rumah sakit. Selain itu,
rumah sakit telah menyelenggarakan 12 jenis pelayanan wajib sebagaimana
dipersyaratkan dalam regulasi rumah sakit di Indonesia.

Dalam perspektif rumah sakit publik (public hospital), keberadaan RSUD
Hasan Basry tidak hanya dipahami sebagai fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi
juga sebagai instrumen negara dalam menjamin hak masyarakat terhadap pelayanan
kesehatan yang bermutu dan berkeadilan. Jalilvand et al. (2024) menjelaskan bahwa
rumah sakit publik merupakan organisasi yang memikul tanggung jawab klinis,
sosial, dan finansial secara bersamaan sehingga keberhasilannya tidak hanya diukur
melalui indikator pelayanan, tetapi juga melalui akuntabilitas dan tata kelola
kelembagaan. Oleh karena itu, posisi RSUD Hasan Basry sebagai rumah sakit milik
pemerintah daerah menempatkannya pada peran strategis dalam mewujudkan
tujuan pembangunan kesehatan daerah sekaligus mendukung pencapaian cakupan
kesehatan semesta (universal health coverage).

Dari aspek infrastruktur kesehatan (health infrastructure), luas lahan yang
mencapai sekitar 120.000 m? menunjukkan tersedianya ruang yang memadai untuk
pengembangan pelayanan kesehatan jangka panjang. Temuan ini sejalan dengan
pandangan Ghahari (2025) yang menyebutkan bahwa ketahanan sistem kesehatan
modern sangat ditentukan oleh kecukupan infrastruktur fisik, utilitas, fleksibilitas
ruang, serta kemampuan rumah sakit beradaptasi terhadap peningkatan kebutuhan
pelayanan. Namun demikian, Humphreys et al. (2022) mengingatkan bahwa
kapasitas rumah sakit tidak dapat dinilai hanya berdasarkan ukuran fisik bangunan
atau jumlah tempat tidur. Rumah sakit merupakan sistem kompleks yang terdiri atas
keterhubungan antara sumber daya manusia, sarana, peralatan, logistik, utilitas, dan
tata kelola. Dengan demikian, besarnya infrastruktur yang dimiliki RSUD Hasan
Basry harus dipahami bersama dengan kapasitas operasional yang menopangnya.
Kapasitas Sumber Daya dan Pelayanan Rumah Sakit

Kapasitas rumah sakit (hospital capacity) merupakan kemampuan institusi
dalam menyediakan pelayanan yang aman, efektif, dan berkelanjutan sesuai
kebutuhan masyarakat. Dalam kajian mutakhir, kapasitas rumah sakit tidak hanya
mencakup jumlah tempat tidur, tetapi juga meliputi sumber daya manusia,
peralatan, sistem pelayanan, dan tata kelola organisasi (O’Grady et al., 2026).

Dengan kapasitas 281 tempat tidur dan dukungan lebih dari 800 tenaga
kesehatan maupun tenaga penunjang, RSUD Hasan Basry menunjukkan
karakteristik sebagai rumah sakit dengan kapasitas pelayanan yang relatif kuat
untuk ukuran wilayah regional. Temuan ini mendukung kerangka Hospital Services
Capacity Building Framework yang dikembangkan oleh International Committee
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of the Red Cross (ICRC, 2023), yang menyatakan bahwa pembangunan kapasitas
rumabh sakit harus berlangsung pada tiga level sekaligus, yaitu individu, organisasi,
dan sistem kesehatan.

Keberadaan sumber daya manusia dalam jumlah besar juga menjadi faktor
penting dalam menjaga mutu pelayanan. Nwankwo et al. (2024) menegaskan
bahwa sumber daya manusia merupakan determinan utama keberhasilan sistem
kesehatan karena kualitas pelayanan pada akhirnya bergantung pada kompetensi,
motivasi, dan distribusi tenaga kesehatan. Pandangan tersebut diperkuat oleh
Purwadi et al. (2024) yang menemukan bahwa pengelolaan sumber daya manusia
yang efektif berhubungan langsung dengan peningkatan kepuasan pasien, efisiensi
operasional, dan penurunan kesalahan pelayanan.

Di sisi lain, ketersediaan 12 jenis pelayanan wajib menunjukkan bahwa
rumah sakit telah memenuhi aspek dasar service availability. Namun demikian,
keberadaan layanan belum otomatis menjamin akses dan mutu pelayanan. Studi
Kusnadi et al. (2024) di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat masih
menghadapi hambatan dalam memperoleh layanan kesehatan akibat faktor akses,
keterjangkauan, dan persepsi kualitas pelayanan. Oleh karena itu, kapasitas
pelayanan harus dinilai tidak hanya dari keberadaan layanan, tetapi juga dari
kemampuan layanan tersebut menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
Posisi Strategis Rumah Sakit dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Daerah

Sebagai rumah sakit rujukan regional (regional referral hospital), RSUD
Hasan Basry memiliki fungsi yang lebih luas dibandingkan rumah sakit pelayanan
dasar. Rumah sakit ini menjadi simpul penting dalam sistem rujukan berjenjang
yang menghubungkan pelayanan primer, rumah sakit daerah, dan pelayanan
spesialistik.

Dalam perspektif sistem rujukan (referral system), efektivitas pelayanan
kesehatan sangat dipengaruhi oleh koordinasi antar fasilitas kesehatan. Handayani
et al. (2021) menemukan bahwa ketidakpatuhan terhadap alur rujukan masih
menjadi tantangan dalam sistem kesehatan Indonesia. Sementara itu, Ngoie et al.
(2025) menunjukkan bahwa lemahnya komunikasi antar fasilitas kesehatan dan
ketidaksesuaian kapasitas layanan sering menjadi penyebab ketidakefisienan
rujukan.

Dari sisi aksesibilitas, lokasi RSUD Hasan Basry yang berada pada jalur
utama wilayah Hulu Sungai Selatan memberikan keuntungan geografis dalam
menjangkau populasi yang lebih luas. Macharia et al. (2023) menegaskan bahwa
akses geografis terhadap fasilitas kesehatan berkorelasi kuat dengan luaran
kesehatan masyarakat. Hansen (1959) bahkan mendefinisikan aksesibilitas sebagai
peluang yang dimiliki masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang dibutuhkan.
Oleh karena itu, posisi geografis rumah sakit menjadi bagian integral dari kapasitas
pelayanan kesehatan daerah.

Kesiapan Institusional dalam Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha

Hasil penilaian kesesuaian menunjukkan bahwa RSUD Hasan Basry telah
memiliki berbagai komponen dasar yang diperlukan untuk memenuhi standar
perizinan berusaha rumah sakit. Temuan ini mencerminkan adanya kesiapan
institusional (institutional readiness) yang cukup baik dalam menghadapi proses
verifikasi regulasi.
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Menurut Brinkerhoff et al. (2019), penguatan sistem kesehatan selalu diawali
oleh keberadaan kerangka hukum dan kelembagaan yang kuat. Oleh karena itu,
kepatuhan terhadap regulasi (regulatory compliance) bukan sekadar kewajiban
administratif, melainkan instrumen untuk menjamin mutu, keselamatan pasien, dan
akuntabilitas pelayanan. Jalilvand et al. (2024) menambahkan bahwa tata kelola
rumah sakit yang akuntabel merupakan fondasi utama bagi keberhasilan pelayanan
publik di sektor kesehatan.

Namun demikian, kepatuhan regulasi tidak boleh dipahami secara sempit
sebagai pemenuhan dokumen semata. OECD (2026) menunjukkan bahwa
kepatuhan yang efektif harus mampu menghasilkan peningkatan kinerja organisasi,
bukan sekadar mengurangi risiko sanksi administratif. Dalam kerangka risk-based
licensing, kesiapan institusional rumah sakit harus tercermin melalui kemampuan
organisasi mengidentifikasi, mengendalikan, dan memitigasi risiko pelayanan
secara berkelanjutan.

Dengan demikian, profil RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan
menunjukkan bahwa rumah sakit ini memiliki fondasi kapasitas kelembagaan yang
relatif kuat melalui dukungan infrastruktur, sumber daya manusia, layanan
kesehatan, posisi strategis dalam sistem rujukan, dan kesiapan regulatif. Akan
tetapi, sebagaimana ditegaskan oleh Humphreys et al. (2022), kapasitas rumah sakit
merupakan konstruksi yang dinamis sehingga keberlanjutan peningkatan mutu
tetap menjadi prasyarat utama dalam menjaga efektivitas pelayanan kesehatan dan
pemenuhan standar perizinan berusaha di masa mendatang.

Hasil Penilaian Kesesuaian Aspek Administratif

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa aspek administratif RSUD Brigjend H.
Hasan Basry Kandangan secara umum telah memenuhi persyaratan standar
perizinan berusaha rumah sakit. Dokumen yang ditelaah meliputi dokumen badan
hukum penyelenggara, struktur organisasi, profil rumah sakit, Rencana Strategis
(Renstra), master plan pembangunan, Detail Engineering Design (DED), serta
feasibility study. Seluruh dokumen tersedia, terdokumentasi dengan baik, dan
memiliki keterkaitan yang menunjukkan adanya kesinambungan antara aspek
legalitas, perencanaan strategis, dan pengembangan infrastruktur rumah sakit.

Ketersediaan dokumen badan hukum dan struktur organisasi menunjukkan
bahwa rumah sakit telah memiliki legitimasi kelembagaan yang menjadi dasar
penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Dalam perspektif Good Hospital
Governance (GHG), legalitas organisasi bukan hanya berfungsi sebagai pemenuhan
persyaratan administratif, tetapi menjadi instrumen untuk menjamin akuntabilitas,
transparansi, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dalam tata kelola rumah
sakit (Rusydi & Hamzah, 2022). Prinsip tersebut juga diperkuat oleh temuan Asyura
(2024) yang menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip GHG berkontribusi
terhadap peningkatan kinerja organisasi melalui penguatan mekanisme
akuntabilitas dan transparansi internal.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa keberadaan struktur organisasi
yang jelas dan terdokumentasi telah mencerminkan pembagian kewenangan,
fungsi, dan tanggung jawab yang diperlukan dalam penyelenggaraan rumah sakit.
Kondisi ini sejalan dengan pandangan Wulandari dan Achadi (2024) yang
menegaskan bahwa tata kelola rumah sakit yang baik membutuhkan sistem
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pengawasan internal dan mekanisme pengendalian yang memadai untuk
memastikan seluruh proses manajerial berjalan sesuai prinsip good governance.
Dengan demikian, keberadaan dokumen legal dan struktur organisasi tidak dapat
dipandang sebagai formalitas administratif semata, melainkan sebagai fondasi
kelembagaan yang menentukan efektivitas pengelolaan rumah sakit.

Selain aspek legalitas, hasil penilaian juga menunjukkan tersedianya
dokumen profil rumah sakit, Renstra, master plan, DED, dan feasibility study yang
saling terintegrasi. Renstra menggambarkan arah pengembangan organisasi dalam
jangka menengah dan panjang, sedangkan master plan, DED, dan feasibility study
menjadi instrumen operasional yang menerjemahkan visi strategis tersebut ke
dalam rencana pembangunan fisik dan pengembangan layanan. Dalam perspektif
strategic planning, dokumen-dokumen tersebut menunjukkan adanya kesiapan
organisasi untuk mengelola sumber daya secara sistematis dan berorientasi pada
tujuan jangka panjang. Perencanaan strategis berfungsi sebagai kompas organisasi
yang menghubungkan visi, misi, prioritas program, dan alokasi sumber daya
sehingga setiap keputusan pembangunan memiliki arah yang jelas dan terukur
(Atlassian, 2026).

Keberadaan master plan, DED, dan feasibility study juga menunjukkan bahwa
pengembangan rumah sakit dilakukan berdasarkan pendekatan perencanaan
berbasis bukti (evidence-based planning). Maden dan Kerse (2026) menjelaskan
bahwa keberhasilan pembangunan fasilitas kesehatan sangat dipengaruhi oleh
kualitas perencanaan infrastruktur yang mampu mengintegrasikan kebutuhan
layanan, keberlanjutan organisasi, efisiensi sumber daya, dan kesiapan menghadapi
perubahan lingkungan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, tersedianya dokumen-
dokumen tersebut mengindikasikan bahwa pengembangan rumah sakit tidak
dilakukan secara ad hoc, tetapi melalui proses kajian teknis, finansial, dan
operasional yang sistematis.

Dari perspektif Regulatory Compliance, hasil penelitian ini menunjukkan
tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap persyaratan perizinan berusaha rumah sakit.
Kepatuhan administratif menjadi semakin penting setelah Indonesia menerapkan
sistem perizinan berusaha berbasis risiko (risk-based licensing) melalui OSS-RBA
yang diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 sebagai
penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Dalam sistem ini,
kelengkapan dokumen legal, perencanaan, dan teknis merupakan instrumen utama
untuk menilai kesiapan suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan usaha secara
aman, akuntabel, dan sesuai tingkat risiko usahanya (BDO Legal, 2025).

Meskipun demikian, beberapa literatur mengingatkan bahwa kepatuhan
administratif tidak selalu identik dengan efektivitas tata kelola organisasi. Rusydi
dan Hamzah (2022) menemukan bahwa penerapan prinsip-prinsip GHG tidak
selalu berhubungan langsung dengan peningkatan kinerja pelayanan apabila tidak
disertai implementasi yang konsisten dalam praktik manajerial sehari-hari. Temuan
tersebut memberikan perspektif kritis bahwa keberadaan dokumen legal dan
perencanaan harus diikuti oleh komitmen organisasi dalam menerjemahkan
dokumen tersebut menjadi tindakan nyata. Dengan kata lain, legalitas dan
kepatuhan regulasi merupakan syarat yang diperlukan (necessary condition), tetapi
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belum tentu menjadi syarat yang cukup (sufficient condition) untuk menghasilkan
tata kelola rumah sakit yang efektif.

Dengan demikian, hasil penilaian telah menunjukkan bahwa RSUD Brigjend
H. Hasan Basry Kandangan telah memenuhi persyaratan administratif yang
ditetapkan dalam standar perizinan berusaha rumah sakit. Ketersediaan dokumen
legalitas, tata kelola organisasi, serta dokumen perencanaan strategis dan teknis
mencerminkan kapasitas kelembagaan yang memadai dalam mendukung
penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Temuan ini memperlihatkan bahwa rumah
sakit telah memiliki fondasi Good Hospital Governance, tingkat Regulatory
Compliance yang baik, serta kesiapan memenuhi prinsip Health Facility Licensing
dalam kerangka sistem perizinan berbasis risiko yang berlaku di Indonesia.

Hasil Penilaian Kesesuaian Lokasi dan Lahan Rumah Sakit

Hasil penilaian menunjukkan bahwa lokasi rumah sakit yang direncanakan
telah memenuhi sebagian besar aspek kesesuaian lokasi dan lahan yang
dipersyaratkan dalam pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan. Temuan
lapangan memperlihatkan bahwa lokasi berada pada posisi yang strategis, memiliki
aksesibilitas yang baik dari berbagai arah, didukung oleh ketersediaan utilitas dasar
seperti jaringan listrik, air bersih, dan telekomunikasi, serta memiliki area parkir
yang memadai untuk menunjang mobilitas pengunjung, pasien, maupun petugas
kesehatan. Selain itu, lokasi telah memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dan batas-batas lahan yang jelas sehingga
memberikan kepastian hukum terhadap pengembangan fasilitas rumah sakit di
masa mendatang.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa aspek lokasi dan lahan tidak hanya
memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga memiliki potensi untuk
mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang efektif dan berkelanjutan.
Dalam perspektif Hospital Planning Theory, lokasi rumah sakit merupakan faktor
fundamental yang menentukan keberhasilan operasional fasilitas kesehatan karena
berkaitan langsung dengan akses masyarakat terhadap pelayanan, efisiensi
distribusi sumber daya, dan keberlanjutan pengembangan infrastruktur kesehatan
(Benitez et al., 2019). Teori ini menempatkan pemilihan lokasi sebagai keputusan
strategis yang akan mempengaruhi seluruh siklus hidup rumah sakit, mulai dari
tahap konstruksi hingga operasional jangka panjang.

Keberadaan lokasi yang strategis dan mudah dijangkau dalam penelitian ini
mendukung pandangan bahwa aksesibilitas merupakan dimensi utama dalam
perencanaan rumah sakit. Cahya et al. (2023) dalam tinjauvan literaturnya
menegaskan bahwa hambatan geografis merupakan salah satu faktor utama yang
mempengaruhi pemanfaatan pelayanan kesehatan. Semakin mudah suatu fasilitas
kesehatan dijangkau, maka semakin tinggi kemungkinan masyarakat
memanfaatkan pelayanan yang tersedia. Temuan ini diperkuat oleh Huang-Fu et al.
(2024) yang menunjukkan bahwa akses geografis yang baik memiliki hubungan
erat dengan pemerataan pelayanan kesehatan dan peningkatan keadilan kesehatan
(health equity). Dalam perspektif tersebut, keberadaan rumah sakit pada lokasi yang
mudah diakses bukan sekadar persoalan kenyamanan, melainkan bagian dari upaya
mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) sebagaimana ditekankan oleh
World Health Organization (WHO, 2023).
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Namun demikian, beberapa penelitian memberikan catatan kritis bahwa
lokasi strategis tidak selalu identik dengan pemerataan pelayanan kesehatan.
Boghicevici (2023) menemukan bahwa meskipun infrastruktur kesehatan di
Rumania berkembang, konsentrasi fasilitas kesehatan pada wilayah tertentu justru
menimbulkan kesenjangan akses antarwilayah. Kritik serupa dikemukakan oleh
Edward dan Lindner (2024) yang menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur
kesehatan yang berfokus pada aspek fisik semata sering kali gagal mengantisipasi
dinamika kebutuhan penduduk di masa depan. Dengan demikian, keunggulan
lokasi yang ditemukan dalam penelitian ini perlu tetap dipadukan dengan analisis
proyeksi pertumbuhan penduduk, perkembangan wilayah, dan pola penyakit agar
tidak menimbulkan masalah aksesibilitas baru pada masa mendatang.

Dari aspek ketersediaan utilitas, hasil penelitian menunjukkan bahwa lokasi
telah didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai. Kondisi ini sejalan dengan
standar WHO Health Facility Infrastructure Standards yang menempatkan
ketersediaan air bersih, listrik, sanitasi, telekomunikasi, dan sistem pendukung
lainnya sebagai komponen esensial kesiapan fasilitas kesehatan (WHO, 2023).
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kegagalan pelayanan kesehatan sering
kali bukan disebabkan oleh kurangnya tenaga kesehatan, melainkan oleh lemahnya
infrastruktur pendukung. Rashid et al. (2023) menemukan bahwa gangguan listrik
dan air bersih secara signifikan menurunkan kesiapan fasilitas kesehatan dalam
memberikan pelayanan penyakit tidak menular. Temuan tersebut diperkuat oleh
Scholz et al. (2015) yang menegaskan bahwa kualitas infrastruktur merupakan
bagian utama dari kualitas struktural sistem kesehatan.

Ketersediaan area parkir yang memadai juga menjadi temuan penting dalam
penelitian ini. Selama ini parkir sering dipandang sebagai fasilitas pelengkap,
padahal berbagai studi menunjukkan bahwa kapasitas parkir memiliki hubungan
langsung dengan aksesibilitas dan kepuasan pengguna layanan. Sisaudiya et al.
(2025) menemukan bahwa keterbatasan parkir pada rumah sakit tersier
menyebabkan kemacetan, keterlambatan pelayanan, dan penurunan kenyamanan
pasien. Oleh karena itu, keberadaan area parkir yang memadai pada lokasi
penelitian dapat dipandang sebagai faktor pendukung efektivitas pelayanan
sekaligus bagian dari sistem sirkulasi rumah sakit yang baik.

Kepemilikan PKKPR dan kejelasan batas lahan menunjukkan bahwa aspek
legalitas lokasi telah terpenuhi. Dalam perspektif tata ruang, legalitas lahan
merupakan prasyarat penting untuk menjamin keberlanjutan pembangunan fasilitas
kesehatan. Indriyati et al. (2023) menjelaskan bahwa kesesuaian tata guna lahan
menjadi salah satu indikator utama dalam pengembangan rumah sakit yang
berkelanjutan. Tanpa kepastian pemanfaatan ruang dan batas lahan yang jelas,
potensi konflik penggunaan lahan dapat menghambat ekspansi fasilitas dan
investasi kesehatan pada masa depan.

Jika dianalisis menggunakan kerangka Donabedian, seluruh temuan pada
subbab ini berada pada dimensi structure atau struktur pelayanan kesehatan.
Donabedian menegaskan bahwa kualitas pelayanan kesehatan tidak dapat
dilepaskan dari kualitas struktur yang mencakup bangunan, lahan, infrastruktur,
fasilitas pendukung, dan sumber daya fisik lainnya (Opele & Adepoju, 2024).
Penelitian Noori et al. (2022) bahkan menunjukkan bahwa kualitas struktur
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memiliki hubungan langsung dengan kualitas proses dan luaran pelayanan
kesehatan. Dengan demikian, lokasi strategis, akses yang mudah, utilitas yang
tersedia, area parkir yang memadai, legalitas ruang melalui PKKPR, dan kejelasan
batas lahan yang ditemukan dalam penelitian ini merupakan modal struktural yang
kuat bagi penyelenggaraan rumah sakit yang efektif, aman, dan berkelanjutan.
Hasil Penilaian Kesesuaian Pelayanan Rumah Sakit

Pelayanan Gawat Darurat

Hasil penilaian menunjukkan bahwa pelayanan gawat darurat rumah sakit
secara umum telah memenuhi sebagian besar elemen kesesuaian yang
dipersyaratkan. Hal ini terlihat dari tersedianya akses Instalasi Gawat Darurat (IGD)
yang mudah dijangkau oleh pasien, keberadaan ruang triase yang berfungsi sebagai
area penapisan awal, ruang tindakan yang relatif lengkap untuk penanganan kasus
emergensi, serta ruang observasi yang digunakan untuk pemantauan pasien
sebelum diputuskan untuk rawat inap, rujukan, atau pemulangan. Temuan ini
menunjukkan bahwa rumah sakit telah memiliki komponen dasar yang diperlukan
dalam penyelenggaraan pelayanan kegawatdaruratan modern. Meskipun demikian,
hasil observasi masih menemukan beberapa area yang memerlukan
penyempurnaan, terutama terkait pemisahan akses masuk pasien, penggunaan pintu
otomatis pada area pelayanan utama, serta penguatan sistem monitoring dan
pemantauan pasien.

Dari perspektif Emergency Care System, keberadaan akses IGD, ruang triase,
ruang tindakan, dan ruang observasi merupakan bagian fundamental dari sistem
pelayanan kegawatdaruratan yang terintegrasi. WHO melalui Emergency Care
Systems Framework menempatkan fasilitas pelayanan sebagai salah satu komponen
utama yang menentukan keberhasilan sistem kegawatdaruratan selain aspek pra-
rumah sakit, transportasi, dan koordinasi lintas sektor (Bobel et al., 2025). Dalam
kerangka tersebut, pelayanan gawat darurat tidak hanya dipahami sebagai lokasi
fisik penanganan pasien, tetapi sebagai titik integrasi antara proses triase, diagnosis
cepat, intervensi awal, hingga pengambilan keputusan klinis yang berkelanjutan.
Oleh karena itu, keberadaan ruang triase dan observasi yang telah tersedia pada
rumah sakit ini menunjukkan adanya kesesuaian dengan prinsip pelayanan
emergensi yang berorientasi pada keselamatan pasien dan kontinuitas pelayanan.

Keberadaan ruang triase memiliki arti strategis karena triase merupakan
mekanisme utama dalam menentukan prioritas pelayanan berdasarkan tingkat
kegawatan pasien. Yancey dan O’Rourke (2023) menjelaskan bahwa triase yang
efektif memungkinkan identifikasi dini terhadap pasien dengan risiko kematian atau
kecacatan tinggi sehingga sumber daya dapat dialokasikan secara tepat. Pandangan
tersebut diperkuat oleh Sholehah et al. (2024) yang menemukan bahwa akurasi
pelaksanaan triase berhubungan erat dengan kualitas penanganan pasien di IGD.
Dengan demikian, tersedianya ruang triase pada rumah sakit ini merupakan
kekuatan yang mendukung efektivitas pelayanan kegawatdaruratan. Namun
demikian, keberadaan ruang triase saja belum cukup apabila tidak diikuti dengan
sistem pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap ketepatan proses
triase serta perubahan kondisi pasien selama menunggu pelayanan.

Meskipun akses IGD dinilai baik, hasil penilaian masih merekomendasikan
adanya pemisahan akses masuk. Temuan ini penting karena desain sirkulasi
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merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi efisiensi pelayanan gawat
darurat. Samadbeik et al. (2024) dalam kajian payung mengenai patient flow
menegaskan bahwa hambatan alur pasien sering kali disebabkan oleh desain
infrastruktur yang tidak mendukung pemisahan arus pasien, pengunjung, dan
ambulans. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kepadatan, meningkatkan
waktu tunggu, serta mengurangi efisiensi pelayanan. Oleh karena itu, rekomendasi
pemisahan akses masuk bukan semata-mata persoalan arsitektural, tetapi
merupakan bagian dari strategi manajemen alur pasien (patient flow management)
untuk menjamin kelancaran proses pelayanan sejak pasien tiba di IGD hingga
memperoleh tindakan medis.

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Kim (2024) yang menunjukkan
bahwa pengelolaan alur pasien yang efektif dapat menurunkan length of stay dan
meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya di unit gawat darurat. Penelitian
tersebut menegaskan bahwa tata letak fasilitas dan pengaturan arus pasien
merupakan faktor penting yang mempengaruhi kinerja pelayanan. Dengan
demikian, pemisahan akses masuk antara pasien umum, pasien Kkritis, dan
kendaraan ambulans dapat dipandang sebagai investasi organisasi untuk
meningkatkan kapasitas respons pelayanan.

Rekomendasi penggunaan pintu otomatis juga memiliki dasar ilmiah yang
kuat. Kajian Li et al. (2024) menunjukkan bahwa kualitas lingkungan fisik rumah
sakit berpengaruh terhadap keselamatan, kenyamanan, dan pengalaman pasien.
Dalam pelayanan gawat darurat yang memiliki intensitas mobilitas tinggi, pintu
otomatis dapat mengurangi hambatan perpindahan pasien, mempermudah akses
kursi roda dan brankar, serta meminimalkan kontak fisik yang berpotensi
meningkatkan risiko transmisi infeksi. Dari perspektif evidence-based healthcare
design, fasilitas fisik yang mendukung mobilitas dan keselamatan pengguna
berkontribusi terhadap peningkatan mutu pelayanan secara keseluruhan. Dengan
demikian, rekomendasi pemasangan pintu otomatis tidak dapat dipandang sebagai
aspek estetika semata, melainkan sebagai bagian dari upaya peningkatan
keselamatan dan efisiensi pelayanan.

Selain itu, perlunya peningkatan sistem monitoring menunjukkan bahwa
rumah sakit masih memiliki ruang untuk memperkuat dukungan teknologi
informasi dalam pelayanan kegawatdaruratan. Bobel et al. (2025) menegaskan
bahwa sistem kegawatdaruratan modern semakin bergantung pada teknologi untuk
mendukung komunikasi, pengumpulan data, pengambilan keputusan klinis, dan
peningkatan keselamatan pasien. Temuan Born et al. (2024) juga menunjukkan
bahwa sistem informasi yang dirancang dengan baik mampu meningkatkan kualitas
pengambilan keputusan di IGD melalui penyediaan informasi yang cepat dan
relevan. Oleh karena itu, penguatan sistem monitoring tidak hanya penting untuk
memantau kondisi pasien secara real-time, tetapi juga mendukung proses
manajemen risiko, evaluasi mutu pelayanan, dan pengambilan keputusan berbasis
data.

Dengan demikian, hasil penilaian menunjukkan bahwa pelayanan gawat
darurat rumah sakit telah memiliki infrastruktur dasar yang memadai sesuai prinsip
Emergency Care System. Namun demikian, untuk mencapai pelayanan
kegawatdaruratan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada keselamatan
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pasien, diperlukan penguatan pada aspek manajemen alur pasien melalui pemisahan
akses masuk, peningkatan desain lingkungan pelayanan melalui penggunaan pintu
otomatis, serta optimalisasi sistem monitoring berbasis teknologi informasi.
Temuan ini mengindikasikan bahwa tantangan pelayanan gawat darurat saat ini
tidak lagi terletak pada ketersediaan ruang semata, melainkan pada kemampuan
rumah sakit mengintegrasikan desain fasilitas, alur pelayanan, dan teknologi dalam
satu sistem pelayanan yang berpusat pada pasien.

Pelayanan Rawat Jalan

Hasil observasi menunjukkan bahwa pelayanan rawat jalan pada fasilitas
kesehatan yang diteliti telah memiliki sejumlah elemen fisik yang mendukung
penyelenggaraan pelayanan yang efektif. Ruang pemeriksaan tersedia dalam
kondisi memadai, pengelompokan layanan telah diterapkan sesuai jenis pelayanan
yang diberikan, serta telah tersedia toilet yang ramah bagi penyandang disabilitas.
Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa aspek yang memerlukan
penguatan, khususnya penyediaan ruang laktasi dan optimalisasi ruang tunggu
pasien untuk meningkatkan kenyamanan dan pengalaman pelayanan secara
keseluruhan.

Ketersediaan ruang pemeriksaan yang memadai merupakan komponen
mendasar dalam pelayanan rawat jalan karena berkaitan langsung dengan privasi
pasien, efektivitas pemeriksaan klinis, serta efisiensi alur pelayanan. Abu Samah et
al. (2013) menjelaskan bahwa kualitas pelayanan kesehatan tidak hanya ditentukan
oleh kompetensi tenaga kesehatan, tetapi juga oleh kualitas ruang yang mendukung
proses pelayanan. Konsep quality care harus diterjemahkan ke dalam quality space,
yaitu lingkungan fisik yang mampu memberikan rasa aman, nyaman, dan
mendukung interaksi terapeutik antara pasien dan tenaga kesehatan. Dengan
demikian, keberadaan ruang pemeriksaan yang memadai pada fasilitas ini
menunjukkan kesesuaian dengan prinsip desain pelayanan kesehatan yang
berorientasi pada pasien (patient-centered care).

Selain ruang pemeriksaan, hasil observasi menunjukkan bahwa
pengelompokan layanan telah tersedia dengan baik. Temuan ini penting karena tata
letak pelayanan rawat jalan memiliki pengaruh signifikan terhadap efisiensi
pergerakan pasien dan waktu pelayanan. Vahdat et al. (2019) menunjukkan bahwa
desain tata letak klinik rawat jalan yang mempertimbangkan alur pasien mampu
meningkatkan ketepatan waktu pelayanan dan memperbaiki pengalaman pasien
secara keseluruhan. Temuan tersebut diperkuat oleh Munavalli et al. (2022) yang
membuktikan bahwa optimalisasi tata letak unit rawat jalan melalui pendekatan
genetic algorithm dapat menurunkan waktu tunggu dan mempercepat siklus
pelayanan pasien. Bahkan penelitian Chen et al. (2024) menunjukkan bahwa
pengaturan tata ruang berbasis analisis aliran pasien mampu mengurangi jarak
tempuh pasien dan meningkatkan efisiensi pelayanan secara signifikan. Oleh
karena itu, keberadaan pengelompokan layanan pada fasilitas ini dapat dipandang
sebagai bentuk implementasi prinsip efisiensi operasional yang mendukung mutu
pelayanan.

Meskipun demikian, keberhasilan pengelompokan layanan tidak hanya
bergantung pada penempatan unit pelayanan, tetapi juga pada kemampuan pasien
dalam menemukan lokasi tujuan dengan mudah. Dalam perspektif environmental
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psychology, Devlin (2014) menegaskan bahwa sistem navigasi atau wayfinding
merupakan komponen penting dalam desain fasilitas kesehatan karena
ketidakmampuan pasien menemukan tujuan pelayanan dapat meningkatkan
kecemasan, stres, dan persepsi negatif terhadap kualitas pelayanan. Pendapat ini
diperkuat oleh Hu (2023) yang menemukan bahwa sistem wayfinding yang
dirancang secara partisipatif mampu meningkatkan orientasi pasien dan
mengurangi kebingungan di lingkungan rumah sakit yang kompleks. Oleh karena
itu, meskipun pengelompokan layanan telah tersedia, evaluasi berkala terhadap
sistem petunjuk arah, penandaan ruangan, dan informasi visual tetap diperlukan
agar manfaat pengelompokan layanan dapat dirasakan secara optimal oleh
pengguna.

Temuan positif lainnya adalah tersedianya toilet disabilitas. Ketersediaan
fasilitas ini menunjukkan adanya upaya untuk mewujudkan pelayanan kesehatan
yang inklusif dan berkeadilan. Penelitian Torsha et al. (2022) di Bangladesh
menunjukkan bahwa sebagian besar fasilitas kesehatan publik masih memiliki
tingkat aksesibilitas yang rendah bagi penyandang disabilitas, terutama pada
fasilitas sanitasi dan akses fisik. Hasil serupa dilaporkan oleh Jaiswal et al. (2025)
yang menemukan bahwa banyak rumah sakit pemerintah belum memenuhi standar
aksesibilitas pada area toilet, penunjuk arah, dan fasilitas pendukung lainnya.
Dengan demikian, keberadaan toilet disabilitas pada fasilitas yang diteliti
merupakan capaian yang patut diapresiasi karena mendukung prinsip universal
design dan pelayanan kesehatan yang inklusif. Namun demikian, ketersediaan
fasilitas fisik perlu diikuti dengan evaluasi fungsi, kemudahan akses, dan
pemeliharaan fasilitas agar benar-benar memberikan manfaat bagi pengguna.

Di sisi lain, belum tersedianya ruang laktasi menjadi salah satu aspek yang
perlu mendapat perhatian. Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan,
melainkan bagian dari upaya menciptakan lingkungan pelayanan kesehatan yang
ramah ibu dan anak. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa dukungan fasilitas
menyusui berkontribusi terhadap keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Seehausen
et al. (2023) menunjukkan bahwa rumah sakit yang menerapkan prinsip Baby-
Friendly Hospital Initiative memiliki peluang lebih besar dalam mendukung praktik
menyusui eksklusif. Temuan tersebut diperkuat oleh Habte et al. (2025) yang
melalui meta-analisis menemukan bahwa implementasi kebijakan ramah menyusui
berhubungan positif dengan peningkatan inisiasi menyusu dini dan ASI eksklusif.
Oleh karena itu, penyediaan ruang laktasi pada area rawat jalan perlu
dipertimbangkan sebagai bagian dari peningkatan mutu pelayanan yang
berorientasi pada kebutuhan keluarga.

Aspek lain yang masih memerlukan optimalisasi adalah ruang tunggu pasien.
Ruang tunggu merupakan area pertama yang paling lama dirasakan pasien selama
menerima pelayanan rawat jalan. Abu Samah et al. (2013) menegaskan bahwa
kualitas ruang tunggu memiliki kontribusi besar terhadap persepsi pasien terhadap
mutu pelayanan. Ruang tunggu yang nyaman, memiliki pencahayaan yang baik,
sirkulasi udara memadai, kapasitas tempat duduk yang cukup, serta informasi
pelayanan yang jelas dapat meningkatkan pengalaman pasien. Kebutuhan ini
semakin relevan karena sejumlah penelitian menunjukkan hubungan erat antara
waktu tunggu dan kepuasan pasien. Rizany et al. (2021) menemukan adanya
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hubungan signifikan antara waktu tunggu dan kepuasan pasien rawat jalan di
Banjarbaru. Hasil tersebut diperkuat oleh Safitri et al. (2024) yang melalui meta-
analisis menunjukkan bahwa pasien yang memperoleh pelayanan dengan waktu
tunggu lebih singkat memiliki kemungkinan hampir tujuh kali lebih besar untuk
merasa puas dibandingkan pasien yang mengalami waktu tunggu panjang. Dengan
demikian, optimalisasi ruang tunggu tidak hanya berkaitan dengan aspek estetika
bangunan, tetapi juga menjadi strategi penting dalam meningkatkan kepuasan dan
pengalaman pasien secara keseluruhan.

Pelayanan Rawat Inap

Hasil observasi menunjukkan bahwa pelayanan rawat inap telah memiliki
sejumlah komponen penting yang mendukung mutu pelayanan dan keselamatan
pasien. Temuan positif meliputi tersedianya ruang isolasi, keberadaan sistem nurse
call, serta pengelompokan pasien berdasarkan kebutuhan pelayanan. Namun
demikian, masih ditemukan beberapa aspek yang memerlukan perhatian lebih
lanjut, yaitu penyesuaian sarana sesuai standar Kelas Rawat Inap Standar (KRIS),
pemeliharaan plafon bangunan, serta pengendalian kelembaban lingkungan ruang
perawatan.

Ketersediaan ruang isolasi menunjukkan bahwa rumah sakit telah berupaya
memenuhi prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) yang menjadi bagian
penting dalam keselamatan pasien. Ruang isolasi berfungsi untuk memutus rantai
penularan penyakit infeksi sekaligus melindungi pasien lain, petugas kesehatan, dan
pengunjung. Temuan ini sejalan dengan Bendjelloul et al. (2021) yang menjelaskan
bahwa ruang isolasi berisiko tinggi merupakan komponen krusial dalam
pengendalian penyakit menular dan meningkatkan keamanan pelayanan rumah
sakit. Namun demikian, penelitian tersebut juga mengingatkan bahwa pasien yang
dirawat dalam ruang isolasi sering mengalami perasaan terasing, stigma, dan
keterbatasan interaksi sosial sehingga memerlukan pendekatan psikososial yang
memadai. Temuan ini diperkuat oleh Purssell et al. (2020) yang melalui tinjauan
sistematis menemukan bahwa pasien yang menjalani isolasi memiliki
kecenderungan mengalami tingkat kecemasan dan depresi yang lebih tinggi
dibandingkan pasien nonisolasi. Dengan demikian, keberadaan ruang isolasi
merupakan kekuatan pelayanan rawat inap, tetapi efektivitasnya tidak hanya
ditentukan oleh aspek fisik bangunan, melainkan juga oleh kualitas komunikasi dan
dukungan psikologis yang diberikan kepada pasien.

Temuan berikutnya adalah tersedianya sistem nurse call pada ruang rawat
inap. Fasilitas ini merupakan instrumen penting dalam mendukung respons cepat
terhadap kebutuhan pasien. Perspektif teknologi kesehatan menunjukkan bahwa
sistem nurse call berperan meningkatkan komunikasi antara pasien dan perawat
sehingga dapat mempercepat penanganan kondisi klinis maupun kebutuhan dasar
pasien. Galinato et al. (2015) menemukan bahwa pengembangan teknologi call
light modern mampu meningkatkan kualitas komunikasi, efisiensi kerja perawat,
dan kepuasan pasien. Temuan tersebut diperkuat oleh Cai et al. (2021) yang
menunjukkan bahwa desain ruang rawat inap yang mendukung visibilitas staf dan
efektivitas sistem panggilan pasien berkontribusi terhadap peningkatan pengalaman
pasien secara keseluruhan. Bahkan, penelitian terbaru mengenai implementasi
Internet of Things (10T) pada sistem nurse call menunjukkan bahwa teknologi ini
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mampu meningkatkan kecepatan respons dengan tingkat reliabilitas yang sangat
tinggi (Erranaomi & Astuti, 2024). Oleh karena itu, keberadaan sistem nurse call
pada rumah sakit yang diteliti menunjukkan komitmen terhadap keselamatan pasien
dan pelayanan yang responsif.

Selain itu, pengelompokan pasien telah dilakukan sesuai kebutuhan
pelayanan. Praktik ini mencerminkan penerapan prinsip patient classification
system yang bertujuan menempatkan pasien pada lingkungan perawatan yang
sesuai dengan tingkat kebutuhan klinisnya. Menurut Shirozhan et al. (2025), sistem
klasifikasi pasien membantu optimalisasi sumber daya, distribusi beban kerja
tenaga kesehatan, serta peningkatan efisiensi pelayanan. Temuan ini juga sejalan
dengan hasil telaah Artuso et al. (2025) yang menyatakan bahwa pengelompokan
pasien berpotensi meningkatkan kepuasan pasien, efektivitas pelayanan, dan moral
tenaga kesehatan. Dengan demikian, pengelompokan pasien yang telah diterapkan
merupakan fondasi penting dalam menciptakan pelayanan rawat inap yang
terorganisasi dan aman.

Meskipun demikian, masih terdapat kebutuhan penyesuaian terhadap
implementasi KRIS. Kebijakan KRIS menuntut kesetaraan mutu layanan melalui
pemenuhan standar sarana dan prasarana ruang rawat inap. Penelitian Natsir et al.
(2024) menunjukkan bahwa implementasi KRIS tidak hanya menuntut pemenuhan
aspek fisik bangunan, tetapi juga pengendalian suhu, kelembaban ruangan,
aksesibilitas, dan kenyamanan pasien. Sementara itu, Kunaifi et al. (2026)
menemukan bahwa kesiapan KRIS sangat dipengaruhi oleh dukungan sumber daya,
perencanaan strategis, serta kemampuan rumah sakit memenuhi dua belas kriteria
standar yang ditetapkan pemerintah. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa
rumah sakit telah berada pada jalur yang tepat, namun masih memerlukan
penyesuaian lebih lanjut agar seluruh persyaratan KRIS dapat terpenuhi secara
optimal.

Aspek lain yang memerlukan perhatian adalah kondisi plafon bangunan dan
pengendalian kelembaban lingkungan. Dalam perspektif keselamatan bangunan
rumah sakit, kerusakan plafon bukan hanya persoalan estetika, tetapi juga
berpotensi memengaruhi keselamatan pasien dan petugas. Fatwasauri et al. (2021)
menegaskan bahwa keselamatan bangunan merupakan bagian integral dari mutu
pelayanan rumah sakit karena kegagalan infrastruktur dapat menimbulkan risiko
langsung terhadap pasien. Di sisi lain, pengendalian kelembaban memiliki
implikasi yang lebih luas terhadap kesehatan lingkungan rumah sakit. Guarnieri et
al. (2023) menjelaskan bahwa kelembaban relatif yang tidak berada pada rentang
optimal dapat meningkatkan risiko transmisi infeksi dan menurunkan fungsi
pertahanan mukosa saluran pernapasan. Temuan tersebut didukung oleh Steyn
(2025) yang menunjukkan bahwa rumah sakit dengan pengendalian lingkungan
yang baik, termasuk ventilasi dan kelembaban yang terjaga, memiliki angka infeksi
terkait pelayanan kesehatan yang lebih rendah dibandingkan fasilitas dengan
pengelolaan lingkungan yang buruk. Namun demikian, Hammond et al. (2023)
menemukan bahwa variasi kelembaban ruang operasi tidak selalu berhubungan
langsung dengan peningkatan infeksi luka operasi. Perbedaan hasil ini
menunjukkan bahwa hubungan antara kelembaban dan luaran klinis bersifat
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kompleks serta dipengaruhi oleh faktor lain seperti ventilasi, kepadatan ruang, dan
kebersihan lingkungan.

Dengan demikian, pelayanan rawat inap telah menunjukkan capaian yang
baik melalui keberadaan ruang isolasi, sistem nurse call, dan pengelompokan pasien
yang mendukung keselamatan serta mutu pelayanan. Namun, penyesuaian terhadap
standar KRIS, pemeliharaan plafon bangunan, dan pengendalian kelembaban
lingkungan tetap menjadi prioritas perbaikan untuk memastikan terciptanya ruang
rawat inap yang aman, nyaman, sehat, dan sesuai dengan prinsip evidence-based
healthcare design serta standar pelayanan rumah sakit modern.

Pelayanan Intensif

Pelayanan intensif di rumah sakit menunjukkan perkembangan yang cukup
baik dari sisi ketersediaan sarana pelayanan kritis. Berdasarkan hasil observasi dan
telaah dokumen, unit pelayanan intensif yang telah tersedia meliputi /ntensive Care
Unit (ICU), Pediatric Intensive Care Unit (PICU), Neonatal Intensive Care Unit
(NICU), High Care Unit (HCU), dan Respiratory Intensive Care Unit (RICU).
Keberadaan berbagai unit tersebut menunjukkan bahwa rumah sakit telah
mengembangkan layanan berjenjang untuk menangani pasien kritis berdasarkan
karakteristik penyakit dan kelompok usia.

Meskipun demikian, ditemukan bahwa Intensive Coronary Care Unit (ICCU)
telah tersedia secara fisik namun belum beroperasi secara optimal. Kondisi ini
ditandai dengan belum maksimalnya pemanfaatan ruang, belum tersedianya pola
pelayanan yang berjalan penuh selama 24 jam, serta belum optimalnya integrasi
sumber daya manusia dan sistem pelayanan kardiovaskular kritis. Dengan
demikian, terdapat perbedaan antara keberadaan fasilitas pelayanan dan tingkat
pemanfaatannya dalam praktik pelayanan sehari-hari.

Temuan telah menunjukkan bahwa pelayanan intensif rumah sakit berada
pada fase yang menarik untuk dianalisis melalui perspektif readiness versus
utilization. Dalam banyak studi kesehatan modern, keberadaan fasilitas tidak selalu
identik dengan kesiapan operasional maupun pemanfaatan layanan yang optimal.
Rumah sakit dapat memiliki infrastruktur yang lengkap, namun belum tentu seluruh
layanan mampu menghasilkan manfaat klinis yang maksimal apabila terdapat
hambatan pada aspek sumber daya manusia, sistem kerja, tata kelola, maupun pola
rujukan pasien.

Khalid et al. (2024) membedakan secara tegas antara availability dan
readiness. Menurut mereka, suatu sumber daya dapat tersedia di rumah sakit, tetapi
belum tentu siap digunakan pada waktu, tempat, dan kondisi yang diperlukan pasien
kritis. Penelitian mereka di Tanzania menemukan bahwa ketersediaan sumber daya
pelayanan kritis mencapai 84%, namun tingkat kesiapan aktual hanya 56%,
menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara keberadaan fasilitas dan
kemampuan operasionalnya (Khalid et al., 2024). Temuan tersebut relevan dengan
kondisi ICCU yang telah tersedia namun belum beroperasi optimal.

Pandangan serupa dikemukakan oleh English et al. (2023) yang mengkritik
pendekatan pembangunan pelayanan kritis yang terlalu berorientasi pada
penyediaan fasilitas fisik. Menurut mereka, banyak rumah sakit berhasil
membangun unit perawatan intensif, tetapi gagal membangun sistem pelayanan
yang menjamin kontinuitas, respons cepat, koordinasi antarunit, serta ketersediaan
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tenaga terlatih. Akibatnya, keberadaan unit pelayanan tidak selalu berbanding lurus
dengan kualitas pelayanan yang diterima pasien. Dalam perspektif ini, tantangan
utama bukan lagi membangun ICCU, melainkan memastikan ICCU dapat berfungsi
sebagai bagian integral dari sistem pelayanan penyakit jantung kritis.

Dari sudut pandang kesiapan layanan, keberadaan ICU, PICU, NICU, HCU,
dan RICU menunjukkan bahwa rumabh sakit telah memiliki fondasi pelayanan kritis
yang relatif kuat. Temuan ini sejalan dengan studi Bhaladhare dan Rishipathak
(2026) yang menyatakan bahwa kesiapan pelayanan kritis ditentukan oleh empat
komponen utama, yaitu ketersediaan tenaga kesehatan, peralatan, sistem pelayanan,
dan ruang pelayanan. Keberadaan berbagai unit intensif menunjukkan bahwa
rumah sakit telah memenuhi sebagian besar komponen struktural tersebut.

Namun demikian, keberhasilan pelayanan kritis tidak hanya diukur dari
tingkat kesiapan, tetapi juga dari tingkat pemanfaatan (utilization). Literatur
menunjukkan bahwa unit yang tidak dimanfaatkan secara optimal akan
menghasilkan inefisiensi sumber daya dan meningkatkan biaya operasional rumah
sakit. Zhang et al. (2025) menemukan bahwa efisiensi operasional rumah sakit
sangat dipengaruhi oleh tingkat okupansi tempat tidur, jumlah pasien yang dilayani,
serta optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia. Dengan kata lain,
fasilitas yang tidak digunakan secara maksimal akan menurunkan efisiensi
organisasi secara keseluruhan.

Dalam kasus ICCU, kondisi belum optimalnya operasional dapat dipahami
sebagai bentuk readiness-utilization gap. Rumah sakit telah berhasil mencapai
tahap kesiapan infrastruktur, tetapi belum sepenuhnya mencapai tahap utilisasi
layanan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan
tenaga spesialis dan perawat terlatih, rendahnya volume kasus kardiovaskular kritis,
belum terbentuknya sistem rujukan penyakit jantung yang kuat, atau belum
optimalnya tata kelola pelayanan intensif jantung.

Temuan ini juga didukung oleh penelitian Giri et al. (2022) yang
menunjukkan bahwa kesiapan tenaga kesehatan merupakan faktor dominan dalam
keberhasilan operasional unit intensif. Mereka menemukan bahwa pelatihan khusus
ICU, pengalaman klinis, pendidikan berkelanjutan, dan supervisi profesional
memiliki hubungan signifikan dengan kesiapan pelayanan kritis. Oleh karena itu,
keberhasilan operasional ICCU tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan ruang dan
alat, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia yang mengelolanya.

Dengan demikian, hasil studi ini telah menunjukkan bahwa rumah sakit telah
memiliki tingkat readiness pelayanan intensif yang cukup baik melalui keberadaan
ICU, PICU, NICU, HCU, dan RICU. Namun, belum optimalnya operasional ICCU
mengindikasikan masih adanya kesenjangan antara kesiapan dan pemanfaatan
layanan. Situasi ini memperlihatkan bahwa pembangunan pelayanan intensif tidak
dapat berhenti pada penyediaan infrastruktur semata, tetapi harus diikuti dengan
penguatan sumber daya manusia, tata kelola pelayanan, sistem rujukan, serta
strategi peningkatan utilisasi agar seluruh kapasitas pelayanan kritis dapat
memberikan manfaat yang optimal bagi pasien.

Pelayanan Bedah dan Kamar Operasi

Hasil observasi menunjukkan bahwa pelayanan bedah dan kamar operasi di

rumah sakit telah memiliki kesiapan fasilitas yang relatif baik. Fasilitas operasi
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tersedia dan memenuhi kebutuhan pelayanan bedah, zonasi steril telah diterapkan
sesuai fungsi ruang, serta tersedia ruang pemulihan pasca anestesi (recovery room)
sebagai bagian dari kesinambungan pelayanan perioperatif. Temuan ini
menunjukkan bahwa secara struktural rumah sakit telah memenuhi komponen dasar
yang diperlukan untuk penyelenggaraan pelayanan bedah yang aman. Namun
demikian, masih ditemukan kebutuhan peningkatan kapasitas recovery room serta
penggunaan sistem pendingin dan ventilasi yang lebih sesuai dengan standar ruang
operasi modern.

Dalam perspektif mutu pelayanan kesehatan, kondisi tersebut dapat dianalisis
menggunakan model Donabedian yang menempatkan struktur sebagai fondasi bagi
kualitas proses dan luaran pelayanan. Ketersediaan kamar operasi, zonasi steril, dan
ruang pemulihan menunjukkan bahwa rumah sakit telah membangun elemen
struktur yang memadai untuk mendukung pelayanan bedah yang aman dan efektif.
Struktur yang baik memungkinkan terlaksananya proses klinis yang terstandar dan
pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan keselamatan pasien serta hasil
pelayanan yang lebih baik (Donabedian, 1988).

Temuan ini sejalan dengan kajian Pfeifer et al. (2025) yang menegaskan
bahwa desain dan tata kelola kamar operasi harus memenuhi persyaratan tata ruang,
spesifikasi peralatan, serta protokol keselamatan untuk menjamin mutu pelayanan
bedah. Menurut International Health Facility Guidelines yang dianalisis dalam
penelitian tersebut, keberadaan area steril, area semi steril, dan area non-steril
merupakan elemen penting dalam meminimalkan risiko kontaminasi silang selama
prosedur operasi. Dengan demikian, keberadaan zonasi steril yang telah diterapkan
di rumah sakit menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip internasional
mengenai desain ruang operasi yang aman.

Dari perspektif keselamatan pasien, keberadaan zonasi steril memiliki
implikasi yang sangat penting terhadap pencegahan surgical site infection (SSI).
Rezaei et al. (2025) menjelaskan bahwa infeksi luka operasi masih menjadi salah
satu tantangan terbesar dalam pelayanan bedah karena berkontribusi terhadap
peningkatan morbiditas, mortalitas, dan biaya pelayanan kesehatan. Penelitian
tersebut menekankan bahwa pengendalian lingkungan operasi melalui penerapan
teknik aseptik, sterilisasi peralatan, serta pengelolaan area steril merupakan strategi
utama dalam menurunkan kejadian SSI. Pendapat tersebut diperkuat oleh pedoman
Association of Perioperative Registered Nurses (AORN, 2024) yang menyatakan
bahwa pengelolaan lingkungan ruang operasi, pengendalian lalu lintas petugas,
serta pemeliharaan area steril merupakan komponen fundamental dalam
pencegahan infeksi perioperatif.

Meskipun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan
fasilitas saja belum sepenuhnya menjamin optimalnya pelayanan bedah. Salah satu
catatan penting adalah keterbatasan kapasitas recovery room. Secara teoritis, ruang
pemulihan pasca anestesi tidak hanya berfungsi sebagai tempat observasi pasien
setelah tindakan operasi, tetapi juga menjadi titik kritis dalam alur pelayanan bedah.
Deshmukh dan Chakole (2024) menjelaskan bahwa fase pemulihan pasca anestesi
merupakan periode yang sangat menentukan keselamatan pasien karena berbagai
komplikasi seperti gangguan pernapasan, ketidakstabilan hemodinamik, maupun
keterlambatan pemulihan kesadaran sering muncul pada tahap ini. Oleh karena itu,
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kapasitas dan kemampuan monitoring Post-Anesthesia Care Unit (PACU) harus
memadai agar seluruh pasien dapat memperoleh observasi yang optimal.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas recovery
room berpotensi menimbulkan fenomena bottleneck dalam pelayanan bedah.
Konsep Theory of Constraints menjelaskan bahwa kinerja suatu sistem sering kali
dibatasi oleh satu titik kendala yang menghambat aliran proses secara keseluruhan
(Goldratt & Cox, 2004). Dalam pelayanan bedah, ruang pemulihan yang tidak
memadai dapat menyebabkan pasien tertahan lebih lama sehingga memperlambat
perputaran penggunaan kamar operasi. Temuan ini memiliki kemiripan dengan
penelitian Rusdi dan Sjaaf (2023) yang menemukan bahwa keterbatasan kapasitas
pelayanan dan fenomena bed block berhubungan signifikan dengan keterlambatan
tindakan operasi. Dengan demikian, peningkatan kapasitas recovery room tidak
hanya berkaitan dengan keselamatan pasien, tetapi juga berdampak pada efisiensi
operasional pelayanan bedah secara keseluruhan.

Aspek lain yang memerlukan perhatian adalah sistem pendingin dan ventilasi
ruang operasi. Joint Commission (2025) menegaskan bahwa suhu dan kelembaban
ruang operasi harus dikelola sesuai standar ASHRAE 170 karena merupakan bagian
dari pengendalian lingkungan pelayanan bedah. Sistem ventilasi yang baik
berfungsi menjaga kualitas udara, mengurangi partikel kontaminan, serta
menciptakan kondisi kerja yang aman bagi tenaga kesehatan. Namun demikian,
terdapat temuan menarik dari Hammond et al. (2023) yang menunjukkan bahwa
variasi suhu dan kelembaban ruang operasi tidak selalu berkorelasi langsung
dengan peningkatan kejadian SSI. Temuan ini seolah menyanggah pandangan
bahwa pengaturan suhu semata menjadi faktor dominan dalam pencegahan infeksi.

Meski demikian, hasil penelitian Hammond et al. (2023) tidak serta-merta
meniadakan pentingnya sistem ventilasi yang sesuai standar. Sebaliknya, temuan
tersebut justru memperkuat argumentasi bahwa pengendalian infeksi merupakan
fenomena multidimensional yang melibatkan berbagai faktor secara simultan,
termasuk desain ruang operasi, ventilasi, teknik aseptik, perilaku petugas,
pengelolaan instrumen, dan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan. Oleh karena
itu, kebutuhan peningkatan sistem pendingin ruang operasi dalam penelitian ini
tetap relevan sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu dan keselamatan
pelayanan bedah.

Dengan demikian, pelayanan bedah dan kamar operasi telah menunjukkan
kesiapan struktural yang baik melalui ketersediaan fasilitas operasi, zonasi steril,
dan recovery room. Namun, untuk mencapai mutu pelayanan yang lebih optimal,
diperlukan peningkatan kapasitas ruang pemulihan pasca anestesi serta
penyempurnaan sistem ventilasi dan pendingin ruang operasi. Perbaikan pada
kedua aspek tersebut tidak hanya akan memperkuat keselamatan pasien, tetapi juga
meningkatkan efisiensi operasional dan keberlanjutan mutu pelayanan bedah rumah
sakit.

Hasil Penilaian Kesesuaian Unit Penunjang Medik
Laboratorium

Hasil penilaian terhadap Unit Laboratorium menunjukkan bahwa secara
umum fasilitas laboratorium telah memenuhi kebutuhan pelayanan diagnostik
rumah sakit. Ketersediaan fasilitas pemeriksaan yang lengkap, laboratorium
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mikrobiologi, serta layanan Polymerase Chain Reaction (PCR) menunjukkan
kapasitas laboratorium yang memadai dalam mendukung pelayanan Kklinis,
pengendalian infeksi, serta ketepatan diagnosis. Temuan ini mengindikasikan
bahwa laboratorium telah berkembang tidak hanya sebagai unit pemeriksaan rutin,
tetapi juga sebagai pusat penunjang diagnostik yang mampu memberikan layanan
berbasis teknologi molekuler. Dalam perspektif keselamatan pasien, laboratorium
merupakan komponen penting dalam proses pengambilan keputusan klinis karena
sebagian besar keputusan medis bergantung pada hasil pemeriksaan laboratorium
yang akurat dan tepat waktu (Plebani et al., 2020).

Keberadaan laboratorium mikrobiologi dan fasilitas PCR menjadi indikator
penting kematangan sistem pelayanan diagnostik. Studi Lone et al. (2025)
menunjukkan bahwa penguatan kapasitas laboratorium mikrobiologi berkontribusi
terhadap peningkatan efisiensi diagnostik, penurunan angka spesimen yang ditolak,
serta peningkatan konsistensi mutu pelayanan. Temuan tersebut sejalan dengan
kondisi yang ditemukan pada rumah sakit ini, dimana ketersediaan laboratorium
mikrobiologi dan PCR memperluas kemampuan deteksi penyakit infeksi serta
mempercepat penegakan diagnosis. Dalam perspektif Quality Assurance (QA),
kapasitas diagnostik yang baik menjadi prasyarat penting untuk menghasilkan
pelayanan yang aman, efektif, dan berbasis bukti.

Meskipun demikian, hasil observasi juga menemukan beberapa aspek yang
masih memerlukan perbaikan. Salah satu temuan adalah pencahayaan ruang
laboratorium yang belum optimal. Dalam standar ISO 15189:2022, lingkungan
kerja laboratorium harus mampu menjamin pelaksanaan pemeriksaan secara akurat
dan aman, termasuk aspek pencahayaan yang memadai bagi petugas laboratorium.
Pencahayaan yang kurang optimal dapat meningkatkan risiko kesalahan identifikasi
spesimen, kesalahan pembacaan hasil, serta menurunkan kenyamanan dan
produktivitas petugas. Temuan ini menunjukkan bahwa mutu laboratorium tidak
hanya ditentukan oleh kecanggihan alat, tetapi juga oleh kualitas lingkungan kerja
yang mendukung proses pemeriksaan secara keseluruhan.

Temuan lain yang memerlukan perhatian adalah saluran AC yang masih
menyatu dengan area wastafel. Dari perspektif biosafety dan pengendalian
kontaminasi, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko paparan aerosol
maupun kontaminasi silang, terutama pada laboratorium yang melakukan
pemeriksaan mikrobiologi. ISO 15189 menegaskan bahwa kondisi lingkungan
laboratorium harus dirancang untuk meminimalkan risiko yang dapat
mempengaruhi mutu hasil pemeriksaan maupun keselamatan petugas. Seadawy et
al. (2026) menjelaskan bahwa sistem ventilasi dan tata kelola aliran udara
merupakan bagian integral dari sistem manajemen mutu laboratorium karena
berpengaruh terhadap stabilitas lingkungan kerja dan pencegahan kontaminasi.
Dengan demikian, meskipun belum ditemukan dampak langsung terhadap mutu
hasil pemeriksaan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam upaya
peningkatan kualitas fasilitas laboratorium.

Pada aspek manajemen peralatan, ditemukan bahwa kartu pemeliharaan alat
belum tersedia secara lengkap, inventarisasi alat belum optimal, dan proses
kalibrasi belum sepenuhnya dilakukan secara independen. Temuan ini memiliki
implikasi penting terhadap sistem Quality Assurance laboratorium. ISO 15189
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tidak hanya menekankan kompetensi pemeriksaan, tetapi juga mensyaratkan
pengelolaan siklus hidup peralatan secara sistematis, mulai dari pengadaan,
inventarisasi, pemeliharaan, kalibrasi, hingga penghapusan alat. Giannoli et al.
(2025) menegaskan bahwa pengendalian mutu internal hanya dapat berjalan efektif
apabila didukung oleh sistem pemeliharaan alat dan kalibrasi yang terdokumentasi
dengan baik. Tanpa dokumentasi yang memadai, laboratorium akan mengalami
kesulitan dalam melakukan penelusuran (traceability) ketika terjadi penyimpangan
hasil pemeriksaan.

Temuan mengenai kalibrasi yang belum independen juga perlu dicermati
secara kritis. Sebagian penelitian menunjukkan bahwa laboratorium yang
menerapkan sistem kalibrasi independen dan terdokumentasi memiliki tingkat
akurasi hasil pemeriksaan yang lebih baik serta lebih siap menghadapi proses
akreditasi (Beyanga et al., 2018). Implementasi ISO 15189 di Tanzania, misalnya,
terbukti mampu meningkatkan kinerja External Quality Assessment hingga
mencapai lebih dari 95%, sekaligus menurunkan angka spesimen yang ditolak dan
meningkatkan ketepatan waktu pelaporan hasil. Namun demikian, beberapa
literatur juga menegaskan bahwa keberhasilan sistem mutu tidak semata-mata
bergantung pada kalibrasi, melainkan pada integrasi menyeluruh antara Quality
Control (QC) dan Quality Assurance (QA) yang mencakup seluruh tahapan
pemeriksaan laboratorium (Sciacovelli et al., 2023).

Dengan demikian, hasil penilaian menunjukkan bahwa laboratorium telah
memiliki fondasi yang kuat dari sisi infrastruktur dan kapasitas diagnostik.
Keberadaan laboratorium mikrobiologi dan PCR menjadi modal penting dalam
mendukung mutu pelayanan klinis rumah sakit. Namun demikian, peningkatan
kualitas lingkungan kerja, penguatan sistem inventarisasi dan pemeliharaan alat,
serta pelaksanaan kalibrasi yang lebih independen perlu menjadi prioritas
perbaikan. Dalam kerangka ISO 15189 dan Laboratory Quality Assurance, mutu
laboratorium tidak hanya diukur dari kemampuan menghasilkan hasil pemeriksaan,
tetapi juga dari kemampuan sistem dalam menjamin konsistensi, ketertelusuran,
keselamatan pasien, dan perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, laboratorium
rumah sakit ini telah menunjukkan tingkat kesesuaian yang baik, meskipun masih
terdapat beberapa kesenjangan yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai praktik
laboratorium yang sepenuhnya memenuhi standar internasional.

Radiologi

Hasil observasi menunjukkan bahwa unit radiologi rumah sakit telah
memiliki berbagai modalitas pencitraan diagnostik yang relatif lengkap, meliputi
Computed Tomography (CT) Scan, Magnetic Resonance Imaging (MRI),
Ultrasonografi (USG), dan Cathlab. Ketersediaan fasilitas tersebut mencerminkan
kapasitas pelayanan radiologi yang mampu mendukung diagnosis, penegakan
keputusan klinis, serta tindakan intervensi yang lebih komprehensif. Namun
demikian, ditemukan bahwa alat mammografi belum dapat dikalibrasi sehingga
belum dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pelayanan deteksi dini kanker
payudara.

Dalam perspektif Donabedian (1988), keberadaan CT Scan, MRI, USG, dan
Cathlab merupakan indikator aspek struktur (structure) yang menunjukkan
kesiapan sumber daya teknologi rumah sakit. Kehadiran teknologi pencitraan
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canggih berkontribusi terhadap peningkatan ketepatan diagnosis, percepatan
pengambilan keputusan klinis, serta pengurangan tindakan invasif yang tidak
diperlukan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa teknologi radiologi modern
mampu meningkatkan sensitivitas dan spesifisitas diagnostik sehingga berpengaruh
terhadap outcome pasien yang lebih baik (Emmerson & Young, 2023).

Meskipun demikian, ketersediaan alat tidak secara otomatis menjamin mutu
pelayanan. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan pada aspek
proses (process), yaitu belum terlaksananya kalibrasi mammografi. Temuan
tersebut penting karena mutu radiologi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan
teknologi, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaan quality assurance (QA) dan
quality control (QC). Willemse et al. (2020) menegaskan bahwa keberhasilan
program QA sangat dipengaruhi oleh dukungan manajemen, alokasi sumber daya,
pelatihan staf, dan pemeliharaan peralatan. Bahkan dalam banyak kasus, kegagalan
pemeliharaan alat lebih sering disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan
lemahnya komitmen organisasi dibandingkan oleh faktor teknis semata.

Kondisi mammografi yang belum dapat dikalibrasi berpotensi memengaruhi
akurasi diagnostik. Feigin (2023) menjelaskan bahwa keberhasilan program
skrining kanker payudara sangat bergantung pada kualitas mammografi yang
terstandar. Mammografi yang tidak memenuhi standar kalibrasi dapat
menghasilkan kualitas citra yang kurang optimal sehingga meningkatkan
kemungkinan false negative maupun false positive. Akibatnya, lesi payudara
berukuran kecil berisiko tidak terdeteksi atau justru menghasilkan interpretasi yang
menyesatkan. Temuan ini diperkuat oleh Gonzalez-Ruiz et al. (2022) yang
menemukan bahwa keberhasilan implementasi Quality Assurance Program (QAP)
memiliki korelasi signifikan terhadap kualitas gambar mammografi dan ketepatan
diagnosis kanker payudara. Penelitian tersebut bahkan menunjukkan bahwa
sebagian besar fasilitas yang tidak memiliki program QA aktif mengalami
penurunan kualitas citra diagnostik.

Dari perspektif keselamatan pasien (patient safety), temuan ini memiliki
implikasi yang lebih luas. Wallin et al. (2025) mengidentifikasi bahwa sekitar
seperempat insiden keselamatan pasien di radiologi berkaitan dengan risiko
diagnosis yang tidak akurat, sedangkan hampir setengahnya berkaitan dengan
keterlambatan pemeriksaan dan pelayanan. Dengan demikian, mammografi yang
belum dapat dikalibrasi bukan sekadar persoalan teknis peralatan, tetapi juga dapat
berkontribusi terhadap keterlambatan diagnosis kanker payudara dan potensi
memburuknya kondisi pasien akibat keterlambatan intervensi klinis.

Di sisi lain, keberadaan MRI, CT Scan, USG, dan Cathlab memberikan nilai
positif terhadap upaya peningkatan keselamatan pasien. Emmerson dan Young
(2023) menjelaskan bahwa setiap modalitas pencitraan memiliki risiko spesifik
yang harus dikelola melalui protokol keselamatan yang ketat. Pada CT Scan
misalnya, pengendalian dosis radiasi menjadi isu utama. Pada MRI, risiko paparan
medan magnet kuat, benda feromagnetik, serta implan logam memerlukan sistem
skrining yang ketat. Zandieh et al. (2025) bahkan menegaskan bahwa
perkembangan teknologi MRI harus selalu diimbangi dengan penguatan kebijakan
keselamatan, pelatihan petugas, dan kepatuhan terhadap standar operasional. Oleh
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karena itu, keunggulan teknologi hanya akan memberikan manfaat optimal apabila
disertai sistem manajemen risiko yang memadai.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa rumah sakit telah memiliki
fondasi kuat dalam pengembangan pelayanan radiologi melalui ketersediaan
berbagai modalitas pencitraan modern. Namun demikian, belum optimalnya
kalibrasi mammografi mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara investasi
pada aspek struktur dan penguatan aspek proses. Padahal, Abdulkadir (2020)
menegaskan bahwa kualitas pelayanan radiologi sangat ditentukan oleh integrasi
antara teknologi, budaya mutu, pemeliharaan alat, kompetensi SDM, serta
implementasi QA dan QC secara berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa unit radiologi telah
menunjukkan kesiapan yang baik dalam mendukung pelayanan diagnostik dan
intervensi melalui ketersediaan CT Scan, MRI, USG, dan Cathlab. Akan tetapi,
belum terlaksananya kalibrasi mammografi menjadi temuan penting yang perlu
segera ditindaklanjuti karena berpotensi memengaruhi mutu citra, akurasi
diagnosis, serta keselamatan pasien. Penguatan program quality assurance, quality
control, kalibrasi berkala, dan monitoring kinerja peralatan radiologi menjadi
kebutuhan strategis untuk memastikan bahwa seluruh modalitas yang tersedia
benar-benar memberikan manfaat klinis yang optimal bagi pasien.

Central Sterile Supply Department (CSSD)

Berdasarkan hasil observasi lapangan, unit Central Sterile Supply
Department (CSSD) telah menerapkan alur kerja satu arah (unidirectional
workflow) secara konsisten. Alur tersebut dimulai dari penerimaan instrumen kotor
(dirty area), proses dekontaminasi dan pencucian, pemeriksaan dan pengemasan,
sterilisasi, penyimpanan barang steril, hingga distribusi kembali ke unit pelayanan.
Pemisahan antara area kotor dan area bersih telah terlihat jelas sehingga potensi
terjadinya kontaminasi silang (cross contamination) dapat diminimalkan. Selain itu,
aliran pergerakan alat tidak menunjukkan adanya jalur balik (backflow) yang
berpotensi menyebabkan instrumen steril kembali terpapar sumber kontaminasi.

Temuan ini menunjukkan bahwa prinsip dasar pengelolaan CSSD telah
berjalan sesuai dengan konsep sterilisasi modern yang menekankan pemisahan
ketat antara area terkontaminasi dan area steril sebagai bagian integral dari program
Infection Prevention and Control (IPC).

Keberadaan alur satu arah pada CSSD merupakan salah satu elemen
fundamental dalam sistem pencegahan dan pengendalian infeksi rumah sakit.
Secara teoritis, CSSD berfungsi sebagai pusat pengelolaan instrumen medis yang
bertanggung jawab terhadap proses dekontaminasi, pembersihan, pengemasan,
sterilisasi, penyimpanan, dan distribusi alat steril kepada seluruh unit pelayanan.
Kegagalan pada salah satu tahapan tersebut dapat meningkatkan risiko Healthcare-
Associated Infections (HAls) yang berdampak pada peningkatan morbiditas,
mortalitas, lama rawat, serta biaya pelayanan kesehatan (Bal & Balaraju, 2025).

Temuan bahwa alur satu arah telah berjalan baik mendukung prinsip yang
dijelaskan oleh Bal dan Balaraju (2025) bahwa desain fisik CSSD yang mengadopsi
unidirectional workflow merupakan persyaratan utama untuk mencegah
kontaminasi silang antara instrumen yang belum diproses dengan instrumen yang
telah steril. Dalam kajiannya, penulis menegaskan bahwa alur satu arah bukan
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sekadar pengaturan ruang, tetapi merupakan strategi pengendalian infeksi yang
secara langsung memengaruhi keamanan pasien dan kualitas pelayanan rumah
sakit.

Hasil ini juga sejalan dengan temuan systematic review dan meta-analysis
terbaru oleh Silva et al. (2025) yang menunjukkan bahwa pengelolaan CSSD yang
baik berhubungan dengan penurunan kejadian Healthcare-Associated Infections
secara signifikan dengan pooled odds ratio sebesar 0,30 (95% CI 0,19-0,49).
Temuan tersebut mengindikasikan bahwa rumah sakit yang menerapkan
manajemen CSSD secara optimal memiliki risiko infeksi nosokomial sekitar 70%
lebih rendah dibandingkan fasilitas yang pengelolaannya kurang baik. Penelitian
yang sama juga menemukan penurunan kejadian adverse events sebesar 85% pada
fasilitas yang menerapkan sistem manajemen CSSD secara efektif.

Dari perspektif patient safety, keberhasilan penerapan alur satu arah
memberikan jaminan bahwa instrumen yang digunakan pada pasien telah melalui
proses dekontaminasi dan sterilisasi secara terkontrol. Menurut Chen et al. (2023),
sebagian besar kejadian tidak diharapkan pada CSSD berasal dari kualitas
pembersihan yang tidak memenuhi standar, kesalahan perakitan instrumen,
kesalahan pelabelan, dan kegagalan sterilisasi. Oleh karena itu, keberadaan alur satu
arah merupakan mekanisme pengendalian awal yang mampu mengurangi peluang
terjadinya kesalahan tersebut.

Namun demikian, keberhasilan alur satu arah tidak serta-merta menjamin
seluruh sistem CSSD telah berjalan optimal. Silva et al. (2025) mengingatkan
bahwa efektivitas CSSD dipengaruhi pula oleh kualitas sumber daya manusia,
kepatuhan terhadap prosedur operasional standar, monitoring indikator sterilisasi,
audit berkala, serta penerapan siklus perbaikan berkelanjutan seperti Plan-Do-
Check-Act (PDCA). Tanpa adanya pengawasan mutu yang berkesinambungan,
risiko terjadinya deviasi proses tetap dapat muncul meskipun desain alur telah
memenuhi standar.

Pandangan tersebut didukung oleh Jing et al. (2022) yang menemukan bahwa
penerapan indikator mutu berbasis pengendalian titik kritis pada CSSD mampu
meningkatkan kualitas proses pembersihan, pengemasan, pelabelan, dan sterilisasi
secara signifikan. Sementara itu, Kong et al. (2021) menunjukkan bahwa
implementasi pendekatan PDCA pada pengelolaan sterilisasi berkontribusi
terhadap penurunan infeksi nosokomial, peningkatan kepatuhan hand hygiene, serta
peningkatan kualitas disinfeksi alat kesehatan.

Dalam perspektif Infection Prevention and Control (IPC), temuan ini dapat
diinterpretasikan sebagai indikator positif bahwa rumah sakit telah memiliki salah
satu lapisan pertahanan penting dalam memutus rantai transmisi mikroorganisme
melalui peralatan medis. WHO (2022) melaporkan bahwa program IPC yang efektif
dapat menurunkan kejadian infeksi terkait pelayanan kesehatan hingga 70%. Oleh
karena itu, keberadaan CSSD dengan alur satu arah yang berjalan baik tidak hanya
menunjukkan kepatuhan terhadap standar operasional, tetapi juga mencerminkan
komitmen organisasi terhadap keselamatan pasien dan budaya mutu pelayanan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi alur satu arah pada
CSSD telah mendukung efektivitas program [Infection Prevention and Control
melalui pencegahan kontaminasi silang, peningkatan keamanan instrumen medis,
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dan pengurangan risiko Healthcare-Associated Infections. Meskipun demikian,
keberlanjutan manfaat tersebut memerlukan penguatan melalui audit mutu,
pemantauan indikator sterilisasi, pengembangan kompetensi petugas, serta
penerapan siklus perbaikan mutu secara berkelanjutan.

Laundry dan Gizi

Berdasarkan hasil observasi dan telaah dokumen, pelayanan laundry dan
instalasi gizi menunjukkan capaian yang baik. Pada unit laundry ditemukan bahwa
pemisahan area bersih dan area kotor telah diterapkan secara konsisten melalui
pengaturan alur kerja satu arah (unidirectional flow), sehingga meminimalkan
kemungkinan terjadinya kontaminasi silang antara linen yang telah diproses dengan
linen yang masih terkontaminasi. Sementara itu, pada instalasi gizi ditemukan
bahwa sistem pengolahan makanan telah memenuhi standar keamanan pangan,
mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, distribusi hingga
penyajian kepada pasien.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kedua unit penunjang ini telah
berperan secara signifikan dalam mendukung keselamatan pasien dan pencegahan
infeksi di rumah sakit. Laundry dan gizi sering kali dipandang sebagai unit
pendukung yang berada di belakang layanan klinis. Namun demikian, berbagai
penelitian menunjukkan bahwa kegagalan pada kedua unit ini dapat menjadi
sumber kejadian infeksi nosokomial maupun insiden keselamatan pasien yang
berdampak langsung terhadap mutu pelayanan rumah sakit (Sharma et al., 2019).

Pada pelayanan laundry, keberhasilan pemisahan area bersih dan kotor
merupakan indikator penting dalam pengendalian infeksi. Decker (2022)
menjelaskan bahwa linen rumah sakit berpotensi menjadi reservoir mikroorganisme
patogen dengan jumlah yang sangat tinggi, terutama berasal dari darah, urin, feses,
cairan tubuh, dan jaringan pasien. Oleh karena itu, prinsip utama dalam pengelolaan
linen rumah sakit adalah memastikan tidak terjadi kontak kembali antara linen kotor
dan linen yang telah dicuci. Dalam perspektif pencegahan infeksi, konsep
separation of clean and dirty menjadi standar universal yang harus diterapkan pada
seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.

Hasil penelitian ini mendukung temuan Bockmiihl et al. (2019) yang
menjelaskan bahwa efektivitas pengendalian mikroba pada tekstil rumah sakit tidak
hanya ditentukan oleh proses pencucian, tetapi juga oleh desain sistem kerja yang
mampu mencegah rekontaminasi setelah proses pencucian selesai. Dengan kata
lain, keberhasilan pelayanan laundry bukan sekadar menghasilkan linen yang bersih
secara visual, tetapi memastikan linen tetap higienis hingga digunakan kembali oleh
pasien. Dalam hal ini, keberadaan area bersih dan area kotor yang terpisah
menunjukkan bahwa rumah sakit telah menerapkan pendekatan preventif yang
sesuai dengan pedoman CDC (2003) mengenai pengendalian infeksi lingkungan
fasilitas pelayanan kesehatan.

Meskipun demikian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemisahan
area saja tidak selalu menjamin hilangnya risiko infeksi. Tarrant et al. (2018)
menemukan bahwa spora Clostridioides difficile masih dapat bertahan pada
beberapa kondisi proses pencucian tertentu. Demikian pula Cheng et al. (2016)
melaporkan kejadian wabah mukormikosis yang berhubungan dengan kontaminasi
linen akibat kegagalan sistem pengelolaan laundry. Temuan-temuan tersebut
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menjadi pengingat bahwa pemisahan area bersih dan kotor harus didukung oleh
pengawasan suhu pencucian, penggunaan bahan disinfektan, kepatuhan petugas
terhadap higiene tangan, serta sistem monitoring mutu secara berkala.

Selain aspek laundry, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sistem
pengolahan makanan di rumah sakit telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
Temuan ini memiliki implikasi penting karena pasien rumah sakit merupakan
kelompok rentan yang memiliki risiko lebih tinggi mengalami infeksi akibat pangan
dibandingkan populasi umum. AlMesbah et al. (2025) menegaskan bahwa
lingkungan katering rumah sakit memerlukan kepatuhan yang sangat tinggi
terhadap prinsip keamanan pangan karena kesalahan kecil dalam proses pengolahan
dapat menghasilkan dampak klinis yang serius bagi pasien.

Dari perspektif keselamatan pasien, kualitas pelayanan gizi tidak hanya
berkaitan dengan kecukupan nutrisi, tetapi juga keamanan pangan. Studi Al Banna
et al. (2022) menunjukkan bahwa keberadaan pengawasan oleh ahli gizi dan sistem
supervisi yang baik berhubungan dengan peningkatan praktik keamanan pangan di
rumah sakit. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa standar pengolahan
makanan telah dijalankan secara memadai, yang mengindikasikan adanya sistem
pengendalian mutu pangan yang efektif.

Hasil tersebut juga sejalan dengan pendekatan Hazard Analysis and Critical
Control Point (HACCP) yang saat ini menjadi standar internasional dalam
manajemen keamanan pangan. Menurut CDC (Holst et al., 2025), sebagian besar
kejadian wabah penyakit bawaan makanan terjadi akibat kegagalan pengendalian
suhu, kontaminasi silang, serta ketidakpatuhan terhadap prosedur pengolahan
makanan. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap standar pengolahan makanan yang
ditemukan dalam penelitian ini dapat dipandang sebagai faktor protektif terhadap
kejadian foodborne disease di lingkungan rumah sakit.

Namun demikian, literatur juga menunjukkan bahwa keberhasilan sistem
tidak boleh hanya diukur dari keberadaan prosedur. Palupi et al. (2022) menemukan
bahwa meskipun budaya keselamatan pasien pada petugas instalasi gizi tergolong
baik, masih ditemukan ketidaksesuaian praktik identifikasi pasien dalam distribusi
makanan. Temuan tersebut mengingatkan bahwa keamanan pangan rumah sakit
tidak hanya berhenti pada proses memasak, tetapi juga mencakup ketepatan
distribusi diet kepada pasien yang tepat. Dengan demikian, keberlanjutan mutu
pelayanan gizi memerlukan kombinasi antara keamanan pangan, ketepatan
identifikasi pasien, pengawasan diet terapeutik, dan budaya keselamatan pasien
yang kuat.

Akhirnya, temuan pada unit laundry dan gizi menunjukkan bahwa rumah
sakit telah menerapkan prinsip-prinsip dasar pengendalian infeksi dan keselamatan
pasien secara memadai. Pemisahan area bersih dan kotor pada laundry mendukung
pencegahan kontaminasi silang, sedangkan sistem pengolahan makanan yang
memenuhi standar berkontribusi terhadap keamanan pangan pasien. Kedua aspek
tersebut memperlihatkan bahwa mutu pelayanan rumah sakit tidak hanya
ditentukan oleh layanan klinis, tetapi juga oleh efektivitas layanan penunjang yang
berfungsi menjaga keselamatan pasien secara menyeluruh.
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Hasil Penilaian Kesesuaian Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Workshop IPSRS dan Utilitas

Hasil observasi menunjukkan bahwa Instalasi Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit (IPSRS) telah memiliki fasilitas workshop untuk
mendukung kegiatan pemeliharaan peralatan medis, pekerjaan logam, dan
pekerjaan bangunan. Keberadaan ketiga workshop tersebut menunjukkan bahwa
rumah sakit telah berupaya membangun sistem pemeliharaan internal yang
memungkinkan pelaksanaan kegiatan perbaikan dan pemeliharaan secara mandiri.
Namun demikian, hasil penilaian juga menemukan bahwa workshop alat medik,
workshop logam, dan workshop bangunan masih berada dalam satu area tanpa
pemisahan ruang yang memadai.

Temuan ini mengindikasikan bahwa fungsi pemeliharaan sarana dan
prasarana telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya memenuhi prinsip tata kelola
fasilitas modern yang menekankan aspek keselamatan kerja, efisiensi proses, dan
pengendalian risiko lingkungan kerja. Dalam perspektif Facility Management,
fasilitas fisik tidak hanya berfungsi sebagai ruang operasional, tetapi juga
merupakan sistem yang harus dirancang untuk mendukung keselamatan,
produktivitas, dan keberlangsungan pelayanan organisasi (Atkin & Brooks, 2021).
Oleh karena itu, pemisahan ruang berdasarkan jenis pekerjaan menjadi kebutuhan
penting karena setiap workshop memiliki karakteristik risiko yang berbeda.

Workshop logam misalnya menghasilkan debu, percikan api, kebisingan, dan
potensi bahaya mekanis yang berbeda dengan workshop alat medik yang menuntut
lingkungan kerja lebih bersih dan terkendali. Demikian pula workshop bangunan
sering kali melibatkan penyimpanan material konstruksi dan aktivitas perbaikan
yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap pekerjaan teknis lainnya.
Temuan ini sejalan dengan penelitian Hendrisman et al. (2021) yang menemukan
bahwa keterbatasan ruang, fungsi, dan area kerja IPSRS menjadi salah satu
penyebab belum optimalnya sistem pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit.
Maharani et al. (2025) bahkan menunjukkan bahwa tidak tersedianya workshop
yang memadai menyebabkan banyak pekerjaan pemeliharaan dilakukan secara
darurat di lokasi pelayanan sehingga menurunkan efektivitas pemeliharaan.

Dari perspektif Hospital Engineering System, IPSRS bukan sekadar unit
teknis pendukung, melainkan bagian dari sistem rekayasa rumah sakit yang
mengintegrasikan pemeliharaan bangunan, utilitas, dan peralatan medis dalam satu
kesatuan operasional (Dyro, 2020). Dengan demikian, pengaturan ruang workshop
yang belum terpisah menunjukkan masih adanya kesenjangan antara fungsi teknis
yang telah berjalan dengan desain sistem rekayasa rumah sakit yang ideal. Kondisi
ini berpotensi meningkatkan risiko kontaminasi silang antaraktivitas Kkerja,
menurunkan efisiensi alur kerja teknisi, serta menyulitkan penerapan standar
keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit.

Di sisi lain, temuan ini tidak dapat langsung diinterpretasikan sebagai
kegagalan sistem pemeliharaan. Beberapa literatur terbaru menunjukkan bahwa
banyak rumah sakit berkembang secara bertahap sesuai kemampuan sumber daya
yang tersedia. Zhang et al. (2026) menegaskan bahwa transformasi healthcare
facility management saat ini lebih menekankan kemampuan organisasi dalam
membangun sistem pemeliharaan yang adaptif dan berkelanjutan dibanding sekadar
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kesempurnaan infrastruktur fisik. Oleh karena itu, keberadaan workshop yang
sudah berfungsi dapat dipandang sebagai modal awal yang baik, meskipun masih
memerlukan penguatan melalui penataan ruang yang lebih sesuai dengan prinsip
facility management dan keselamatan kerja.

Sistem Utilitas dan Keselamatan Bangunan

Hasil penilaian menunjukkan bahwa secara umum sistem utilitas rumah sakit
berada dalam kondisi relatif baik. Infrastruktur pendukung pelayanan seperti sistem
kelistrikan, penyediaan air bersih, sistem mekanikal dan utilitas dasar lainnya dapat
berfungsi sesuai kebutuhan operasional rumah sakit. Temuan ini menunjukkan
adanya komitmen manajemen dalam menjaga keberlangsungan fungsi pelayanan
melalui pemeliharaan utilitas yang memadai.

Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa aspek yang memerlukan
perhatian, yaitu belum optimalnya fungsi lift kebakaran serta belum lengkapnya
dokumentasi pemeliharaan genset. Kedua temuan tersebut memiliki implikasi yang
signifikan apabila dianalisis menggunakan perspektif Hospital Disaster
Preparedness.

WHO menegaskan bahwa rumah sakit harus mampu mempertahankan fungsi
pelayanan esensial selama terjadi bencana maupun keadaan darurat (safe hospitals
concept) (World Health Organization, 2021). Dalam kerangka tersebut, utilitas
rumah sakit tidak hanya dinilai berdasarkan kemampuan operasional sehari-hari,
tetapi juga berdasarkan kemampuannya mendukung keberlangsungan pelayanan
ketika terjadi gangguan besar seperti kebakaran, gempa bumi, atau kegagalan
pasokan listrik.

Lift kebakaran merupakan salah satu komponen penting dalam sistem
evakuasi vertikal bangunan rumah sakit. Berbeda dengan bangunan umum, rumah
sakit memiliki populasi pasien dengan keterbatasan mobilitas yang sangat tinggi
sehingga proses evakuasi tidak dapat sepenuhnya mengandalkan tangga darurat.
Studi Huan et al. (2024) menunjukkan bahwa penggunaan evacuation elevator
system secara signifikan meningkatkan efektivitas evakuasi pada bangunan
bertingkat dan menjadi bagian penting dari strategi keselamatan kebakaran modern.
Dengan demikian, temuan bahwa lift kebakaran belum berfungsi optimal
menunjukkan adanya potensi kerentanan pada aspek kesiapsiagaan bencana.

Temuan kedua berkaitan dengan dokumentasi genset yang belum lengkap.
Secara teknis, keberadaan genset cadangan menunjukkan bahwa rumah sakit telah
memiliki sistem ketahanan energi yang cukup baik. Namun, dalam perspektif
disaster preparedness, keberadaan peralatan saja tidak cukup. Dokumentasi
pemeliharaan, pengujian berkala, rekam jejak operasional, dan bukti inspeksi
menjadi bagian integral dari jaminan keandalan sistem. MaintainNow (2025)
menegaskan bahwa dokumentasi merupakan elemen utama dalam preventive
maintenance karena menjadi dasar evaluasi kinerja dan kepatuhan regulasi. Temuan
ini sejalan dengan Goniewicz et al. (2023) yang menemukan bahwa salah satu
kelemahan umum rumah sakit dalam penilaian Hospital Safety Index adalah
kurangnya dokumentasi dan evaluasi berkala terhadap sistem pendukung
kedaruratan.

Berdasarkan keseluruhan temuan, dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan
sarana dan prasarana rumah sakit telah menunjukkan tingkat kesesuaian yang cukup
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baik, terutama pada aspek ketersediaan workshop dan sistem utilitas dasar. Namun
demikian, masih terdapat kesenjangan pada aspek tata ruang workshop,
optimalisasi lift kebakaran, serta kelengkapan dokumentasi genset yang berpotensi
mempengaruhi efektivitas sistem rekayasa rumah sakit dan kesiapsiagaan bencana.
Temuan ini menguatkan pandangan bahwa keberhasilan pemeliharaan rumah sakit
tidak hanya ditentukan oleh keberadaan infrastruktur fisik, tetapi juga oleh
kemampuan organisasi dalam mengelola risiko, dokumentasi, dan keberlanjutan
sistem secara terintegrasi.

Hasil Penilaian Kesesuaian Pelayanan Jenazah

Hasil penilaian terhadap kesesuaian pelayanan jenazah menunjukkan bahwa
secara umum fasilitas kamar jenazah telah tersedia dan mampu mendukung fungsi
dasar penyimpanan serta penanganan jenazah sesuai kebutuhan operasional rumah
sakit. Namun demikian, hasil observasi lapangan dan telaah dokumen menunjukkan
masih terdapat beberapa kebutuhan pengembangan fasilitas yang perlu dipenuhi
untuk mencapai pelayanan yang lebih komprehensif. Beberapa aspek yang masih
memerlukan perhatian meliputi penyediaan ruang tunggu keluarga, ruang ibadah,
ruang duka, area jemur alat pasca-dekontaminasi, serta optimalisasi akses menuju
kamar jenazah.

Temuan ini menarik karena memperlihatkan bahwa penilaian kesesuaian
pelayanan jenazah tidak semata-mata berkaitan dengan aspek teknis pengelolaan
jenazah, tetapi juga menyentuh dimensi kemanusiaan yang selama ini relatif jarang
dibahas dalam penelitian perizinan rumah sakit. Sebagian besar kajian kesiapan
operasional rumah sakit cenderung berfokus pada unit pelayanan klinis, sistem
keselamatan pasien, dan infrastruktur penunjang medis, sementara area kamar
jenazah sering diposisikan sebagai ruang utilitas yang berfungsi administratif dan
teknis semata. Padahal, bagi keluarga pasien, kamar jenazah merupakan titik akhir
perjalanan pelayanan kesehatan yang memiliki makna emosional, sosial, spiritual,
dan psikologis yang sangat besar.

Perspektif Humanized Healthcare memberikan kerangka analisis yang
relevan untuk memahami temuan tersebut. Prieto-Lobato et al. (2023) menegaskan
bahwa proses akhir kehidupan harus dipandang sebagai bagian dari pelayanan yang
menghormati martabat manusia, privasi, otonomi, dan kebutuhan emosional
individu serta keluarganya. Dalam pandangan ini, kematian tidak mengakhiri
tanggung jawab pelayanan kesehatan. Sebaliknya, rumah sakit tetap memiliki
kewajiban moral dan profesional untuk memastikan bahwa proses pascakematian
berlangsung secara manusiawi dan bermartabat. Oleh karena itu, ketiadaan ruang
tunggu keluarga, ruang ibadah, maupun ruang duka menunjukkan bahwa
pendekatan pelayanan masih didominasi paradigma biomedis yang berfokus pada
pasien ketika hidup, sementara kebutuhan keluarga setelah kematian belum
sepenuhnya terakomodasi.

Temuan penelitian ini sejalan dengan studi Knox (2022) yang menunjukkan
bahwa lingkungan fisik pelayanan akhir kehidupan (end-of-life care environment)
memiliki pengaruh langsung terhadap kesejahteraan emosional, sosial, dan
psikologis pasien maupun keluarga. Knox mengidentifikasi bahwa ruang bersama,
ruang privat, serta ruang transisi memiliki fungsi penting dalam membangun
pengalaman yang lebih bermakna bagi keluarga pada masa-masa kehilangan.

72



PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik,
Vol. 6 No. 02 Maret (2026) e-ISSN: 2797-0469

Dalam perspektif tersebut, ruang duka dan ruang tunggu keluarga bukan sekadar
fasilitas tambahan, melainkan bagian dari intervensi non-klinis yang mendukung
proses penerimaan kehilangan (bereavement process).

Lebih lanjut, pendekatan Patient and Family Centered Care (PFCC)
memperluas fokus pelayanan dari pasien kepada keluarga sebagai penerima
manfaat pelayanan kesehatan. Bloomer et al. (2022) menemukan bahwa kebutuhan
keluarga pada fase akhir kehidupan sering kali belum terpenuhi secara optimal,
terutama terkait dukungan emosional, spiritual, dan proses berkabung. Temuan
tersebut diperkuat oleh Walker et al. (2022) yang dalam tinjauan sistematisnya
menyimpulkan bahwa kualitas pengalaman keluarga pada pelayanan akhir
kehidupan sangat dipengaruhi oleh lingkungan pelayanan, interaksi interpersonal,
dan dukungan setelah kematian pasien. Dengan demikian, penyediaan ruang ibadah
dan ruang duka memiliki dasar ilmiah yang kuat karena berkontribusi terhadap
pemenuhan kebutuhan keluarga yang sedang mengalami masa berkabung.

Di sisi lain, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pelayanan
pascakematian yang tidak didukung fasilitas yang memadai dapat memperburuk
pengalaman keluarga. O'Sullivan et al. (2021) menemukan bahwa keluarga yang
merasa tidak memperoleh dukungan yang cukup pada saat kematian maupun
setelah kematian cenderung mengalami ketidakpuasan terhadap pelayanan
kesehatan secara keseluruhan. Penelitian tersebut menekankan pentingnya empati,
komunikasi, dukungan spiritual, serta penyediaan ruang yang memungkinkan
keluarga menjalani proses kehilangan secara lebih baik.

Dari aspek infrastruktur, kebutuhan area jemur alat dan optimalisasi akses
kamar jenazah menunjukkan bahwa humanisasi pelayanan tidak dapat dipisahkan
dari efisiensi operasional. Agom et al. (2022) menjelaskan bahwa kualitas
pelayanan akhir kehidupan sangat dipengaruhi oleh desain lingkungan fisik, tata
ruang, dan kelancaran alur pelayanan. Lingkungan yang sempit, sulit diakses, atau
tidak mendukung privasi dapat mengurangi martabat pasien dan keluarga serta
menghambat pelaksanaan pelayanan yang berkualitas. Oleh karena itu, optimalisasi
akses kamar jenazah tidak hanya berfungsi meningkatkan efisiensi logistik, tetapi
juga menjaga privasi keluarga dan mengurangi potensi paparan visual yang tidak
diinginkan bagi pengunjung rumah sakit lainnya.

Temuan ini sekaligus memperlihatkan adanya kesenjangan antara pendekatan
perizinan rumah sakit yang selama ini berorientasi pada pemenuhan standar fisik
minimum dengan kebutuhan pengembangan lingkungan pelayanan yang
berorientasi pada pengalaman keluarga. Dalam perspektif tersebut, pelayanan
jenazah seharusnya dipandang sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan
yang berkelanjutan. Rumah sakit tidak hanya bertanggung jawab terhadap
keselamatan dan kesembuhan pasien, tetapi juga terhadap penghormatan martabat
manusia pada fase akhir kehidupan dan dukungan bagi keluarga yang ditinggalkan.
Oleh karena itu, penyediaan ruang tunggu keluarga, ruang ibadah, ruang duka, area
jemur alat, dan akses kamar jenazah yang lebih optimal tidak hanya merupakan
kebutuhan infrastruktur, tetapi juga representasi nyata dari implementasi prinsip
Humanized Healthcare dan Patient and Family Centered Care dalam
penyelenggaraan pelayanan rumah sakit modern.
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Sintesis Tingkat Kesesuaian RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan
terhadap Standar Perizinan Berusaha Rumah Sakit

Berdasarkan keseluruhan hasil penilaian yang telah dilakukan pada aspek
administratif, lokasi dan lahan, pelayanan rumah sakit, unit penunjang medik,
pemeliharaan sarana dan prasarana, serta pelayanan jenazah, dapat disimpulkan
bahwa RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan menunjukkan tingkat
kesesuaian yang tinggi terhadap Standar Perizinan Berusaha Rumah Sakit
sebagaimana diatur dalam kerangka regulasi perizinan berbasis risiko di Indonesia.
Temuan penelitian memperlihatkan bahwa sebagian besar elemen persyaratan telah
tersedia dan berfungsi dengan baik, baik pada dimensi legalitas kelembagaan,
kapasitas pelayanan, kesiapan infrastruktur, maupun dukungan sistem penunjang
yang menjadi fondasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan rumah sakit.

Dari perspektif regulasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah sakit
telah memiliki fondasi kelembagaan yang kuat melalui ketersediaan dokumen legal,
struktur organisasi, dokumen perencanaan strategis, master plan, feasibility study,
serta berbagai instrumen pendukung tata kelola lainnya. Kondisi ini mencerminkan
tingkat kepatuhan yang baik terhadap prinsip regulatory compliance yang menjadi
dasar dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Keberadaan dokumen-
dokumen tersebut tidak hanya menunjukkan pemenuhan persyaratan administratif,
tetapi juga menggambarkan adanya arah pengembangan organisasi yang relatif
terencana dan berkelanjutan. Dalam kerangka tata kelola rumah sakit modern,
kepatuhan regulatif menjadi prasyarat penting untuk memastikan bahwa pelayanan
kesehatan berjalan dalam koridor akuntabilitas, transparansi, dan keselamatan
publik.

Pada aspek fisik dan infrastruktur, rumah sakit memperlihatkan kesiapan
yang relatif kuat. Luas lahan yang memadai, aksesibilitas lokasi yang baik,
dukungan utilitas dasar, kapasitas tempat tidur, serta keberadaan berbagai unit
pelayanan dan penunjang menunjukkan bahwa rumah sakit telah memiliki modal
struktural yang cukup untuk menjalankan fungsi sebagai rumah sakit rujukan
regional. Jika dianalisis menggunakan kerangka Donabedian, sebagian besar
komponen struktur telah terpenuhi dengan baik. Temuan ini penting karena kualitas
struktur merupakan fondasi bagi kualitas proses dan luaran pelayanan kesehatan.
Rumah sakit yang memiliki infrastruktur memadai akan lebih mampu
mengembangkan pelayanan yang aman, efektif, dan berkelanjutan dibandingkan
fasilitas yang masih menghadapi keterbatasan kapasitas dasar.

Pada dimensi pelayanan, hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir seluruh
layanan utama telah tersedia dan beroperasi. Pelayanan gawat darurat, rawat jalan,
rawat inap, pelayanan intensif, pelayanan bedah, laboratorium, radiologi, CSSD,
laundry, dan instalasi gizi menunjukkan tingkat kesesuaian yang baik terhadap
standar yang dipersyaratkan. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan
bahwa sebagian besar ketidaksesuaian yang masih ada tidak lagi berada pada level
ketersediaan layanan, melainkan pada level optimalisasi mutu dan kesiapan
operasional. Dengan kata lain, tantangan rumah sakit saat ini bukan lagi
membangun layanan baru, tetapi menyempurnakan kualitas layanan yang telah
tersedia.
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Fenomena tersebut terlihat pada beberapa temuan seperti belum optimalnya
operasional ICCU, perlunya peningkatan kapasitas recovery room, belum
terlaksananya kalibrasi mammografi secara optimal, kebutuhan penyesuaian
terhadap standar KRIS, penguatan sistem monitoring pelayanan gawat darurat,
hingga penyempurnaan lingkungan fisik tertentu seperti ruang laktasi, ruang duka,
dan area pelayanan keluarga pada kamar jenazah. Temuan-temuan tersebut
menunjukkan bahwa kesenjangan yang masih ada bersifat spesifik dan operasional,
bukan fundamental. Dalam perspektif manajemen mutu, kondisi ini justru
mengindikasikan bahwa rumah sakit telah melewati fase pemenuhan kebutuhan
dasar dan memasuki fase peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

Meski demikian, hasil penelitian juga memberikan catatan kritis bahwa
tingkat kesesuaian terhadap standar perizinan belum sepenuhnya identik dengan
tingkat kematangan organisasi. Beberapa aspek memperlihatkan adanya perbedaan
antara ketersediaan sumber daya dan pemanfaatannya secara optimal. Keberadaan
fasilitas belum selalu diikuti oleh utilisasi yang maksimal, sebagaimana terlihat
pada pelayanan intensif tertentu maupun pengelolaan beberapa fasilitas penunjang.
Situasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi standar perizinan tidak
hanya ditentukan oleh pemenuhan persyaratan fisik dan administratif, tetapi juga
oleh kemampuan organisasi mengintegrasikan sumber daya, tata kelola, sumber
daya manusia, dan budaya mutu dalam praktik sehari-hari.

Akhirnya, sintesis hasil penelitian memperlihatkan bahwa RSUD Brigjend H.
Hasan Basry Kandangan berada pada kategori rumah sakit dengan tingkat kesiapan
institusional yang baik dan tingkat kesesuaian yang tinggi terhadap Standar
Perizinan Berusaha Rumah Sakit. Kekuatan utama rumah sakit terletak pada
kapasitas kelembagaan, dukungan infrastruktur, kelengkapan layanan, serta
keberadaan sistem penunjang yang relatif memadai. Sementara itu, area perbaikan
yang masih diperlukan lebih banyak berkaitan dengan penyempurnaan mutu
operasional, optimalisasi utilisasi fasilitas, penguatan sistem pemeliharaan, dan
peningkatan pengalaman pasien serta keluarga.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa RSUD Brigjend
H. Hasan Basry Kandangan pada dasarnya telah memenuhi sebagian besar
persyaratan yang diperlukan untuk penyelenggaraan rumah sakit sesuai standar
perizinan berusaha yang berlaku. Namun, sebagaimana karakteristik organisasi
pelayanan kesehatan modern, kepatuhan terhadap standar tidak dapat dipandang
sebagai tujuan akhir. Standar perizinan sesungguhnya merupakan titik awal bagi
proses peningkatan mutu yang berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan rumah
sakit pada masa mendatang akan sangat ditentukan oleh kemampuannya
mentransformasikan  kepatuhan regulatif menjadi keunggulan pelayanan,
keselamatan pasien, ketahanan organisasi, dan tata kelola rumah sakit yang semakin
adaptif terhadap dinamika kebutuhan kesehatan masyarakat.

Implikasi Penelitian dan Novelty Penelitian
Implikasi Penelitian

Penelitian ini memberikan implikasi teoretis, praktis, dan kebijakan yang
penting dalam pengembangan sistem perizinan rumah sakit berbasis risiko di
Indonesia. Secara teoretis, hasil penelitian memperlihatkan bahwa pemenuhan
Standar Perizinan Berusaha Rumah Sakit tidak dapat dipahami semata sebagai
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proses administratif yang berorientasi pada kelengkapan dokumen, melainkan
sebagai mekanisme evaluasi kesiapan institusional (institutional readiness) yang
mencerminkan kemampuan rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan,
keselamatan pasien, keberlanjutan operasional, dan tata kelola organisasi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kesesuaian
telah dipenuhi oleh RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan. Namun demikian,
berbagai ketidaksesuaian yang masih ditemukan justru berada pada aspek utilisasi,
integrasi sistem, dan optimalisasi pelayanan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa
terdapat perbedaan antara konsep regulatory compliance dan organizational
maturity. Rumah sakit dapat memenuhi sebagian besar persyaratan regulasi, tetapi
masih memerlukan penguatan kapasitas organisasi agar seluruh sumber daya yang
tersedia mampu menghasilkan pelayanan yang efektif dan berkelanjutan. Temuan
ini memperkuat argumentasi Braithwaite et al. (2024) mengenai fenomena
regulatory compliance without organizational readiness yang selama ini relatif
jarang dikaji dalam studi rumah sakit di Indonesia.

Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai area-
area prioritas yang perlu diperkuat dalam proses pemenuhan dan pemeliharaan izin
operasional rumah sakit. Temuan pada pelayanan intensif, radiologi, laboratorium,
sistem utilitas, serta pelayanan jenazah menunjukkan bahwa tantangan rumah sakit
modern tidak lagi terletak pada penyediaan fasilitas dasar, tetapi pada kemampuan
organisasi mengelola fasilitas tersebut secara efektif, aman, dan berkelanjutan. Oleh
karena itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar penyusunan roadmap
perbaikan mutu, penguatan tata kelola risiko, pengembangan infrastruktur, serta
perencanaan investasi rumah sakit secara lebih terarah.

Dari perspektif kebijakan, penelitian ini memberikan evidensi bahwa
implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 berpotensi
menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas rumah sakit apabila
proses penilaian tidak hanya berfokus pada verifikasi dokumen, tetapi juga pada
evaluasi kondisi aktual di lapangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan
telusur lapangan, verifikasi bukti objektif, dan klarifikasi langsung mampu
menghasilkan gambaran kesiapan rumah sakit yang lebih komprehensif
dibandingkan pendekatan administratif semata. Dengan demikian, hasil penelitian
ini dapat menjadi referensi bagi Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah,
maupun lembaga pengawas dalam menyempurnakan sistem evaluasi dan
pengawasan izin operasional rumah sakit berbasis risiko.

Lebih jauh, penelitian ini juga memberikan implikasi terhadap
pengembangan konsep Good Hospital Governance. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa keberhasilan rumah sakit dalam memenuhi standar perizinan sangat
dipengaruhi oleh integrasi antara kepemimpinan, perencanaan strategis,
manajemen risiko, pengelolaan sumber daya manusia, pemeliharaan sarana-
prasarana, dan budaya mutu organisasi. Oleh karena itu, izin operasional rumah
sakit perlu dipandang bukan sebagai produk administratif akhir, melainkan sebagai
indikator kapasitas tata kelola rumah sakit dalam menjamin pelayanan kesehatan
yang aman, bermutu, dan berkelanjutan.
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Novelty Penelitian

Novelty utama penelitian ini terletak pada pendekatan evaluatif yang
digunakan untuk menilai rumah sakit berdasarkan kerangka Standar Perizinan
Berusaha Rumah Sakit sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 11 Tahun 2025. Berbeda dengan sebagian besar penelitian terdahulu yang
berfokus pada akreditasi rumah sakit, budaya keselamatan pasien, mutu pelayanan,
atau kepuasan pengguna layanan, penelitian ini secara khusus mengevaluasi tingkat
kesesuaian rumah sakit terhadap standar perizinan berbasis risiko yang merupakan
instrumen regulasi terbaru dalam sistem kesehatan Indonesia.

Kebaruan kedua terletak pada pengembangan perspektif bahwa izin
operasional rumah sakit bukan sekadar legalitas administratif, melainkan
representasi kesiapan institusional yang mencakup dimensi struktur, proses, dan
kapasitas organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian
rumah sakit tidak hanya ditentukan oleh keberadaan dokumen atau fasilitas, tetapi
juga oleh kemampuan organisasi mengintegrasikan sumber daya, tata kelola, sistem
pelayanan, dan budaya mutu dalam praktik operasional sehari-hari. Temuan ini
menghasilkan konstruksi konseptual yang dapat disebut sebagai Institutional
Readiness-Based Licensing, yaitu pendekatan yang memandang perizinan rumah
sakit sebagai instrumen untuk mengukur kesiapan organisasi secara menyeluruh,
bukan sekadar kepatuhan administratif.

Novelty berikutnya adalah munculnya temuan mengenai adanya kesenjangan
antara ketersediaan sumber daya (availability) dan pemanfaatan sumber daya
(utilization) dalam pemenuhan standar perizinan rumah sakit. Beberapa unit telah
memiliki fasilitas yang memadai, namun belum sepenuhnya beroperasi secara
optimal. Temuan ini memperlihatkan bahwa evaluasi perizinan rumah sakit perlu
bergerak dari paradigma compliance assessment menuju capability assessment,
yaitu penilaian terhadap kemampuan nyata organisasi dalam mengoperasikan
sumber daya yang dimiliki.

Selain itu, penelitian ini menawarkan model konseptual baru yang
menggambarkan hubungan antara kepatuhan regulasi, kesiapan institusional, mutu
pelayanan, dan keberlanjutan izin operasional rumah sakit. Model ini menunjukkan
bahwa izin operasional bukanlah titik akhir dari proses pemenuhan standar,
melainkan titik awal bagi siklus peningkatan mutu berkelanjutan (continuous
quality improvement). Dengan demikian, penelitian ini memperluas diskursus
mengenai perizinan rumah sakit dari pendekatan legal-administratif menuju
pendekatan governance dan organizational performance.

Berdasarkan keseluruhan temuan, penelitian ini mengusulkan proposisi
bahwa semakin tinggi tingkat kesiapan institusional rumah sakit, semakin tinggi
pula kemampuan rumah sakit dalam mempertahankan kepatuhan regulatif,
meningkatkan mutu pelayanan, menjamin keselamatan pasien, dan menjaga
keberlanjutan izin operasional. Proposisi ini berpotensi menjadi dasar
pengembangan teori maupun penelitian lanjutan mengenai hubungan antara
perizinan berbasis risiko, tata kelola rumah sakit, dan kinerja organisasi pelayanan
kesehatan di Indonesia.
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PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penilaian kesesuaian RSUD Brigjend H. Hasan Basry

Kandangan terhadap Standar Perizinan Berusaha Rumah Sakit sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 dan regulasi terkait
lainnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.

Kesesuaian Aspek Administratif dan Manajemen

RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan telah memenuhi sebagian besar
persyaratan administratif dan manajemen yang dipersyaratkan dalam Standar
Perizinan Berusaha Rumah Sakit. Rumah sakit telah memiliki dokumen
badan hukum penyelenggara, struktur organisasi, profil rumah sakit, Rencana
Strategis (Renstra), master plan pembangunan, Detail Engineering Design
(DED), dan feasibility study yang terdokumentasi dengan baik dan saling
terintegrasi. Temuan ini menunjukkan bahwa rumah sakit memiliki fondasi
tata kelola kelembagaan yang kuat, tingkat kepatuhan regulatif yang baik,
serta kesiapan organisasi dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan
kesehatan yang akuntabel dan berkelanjutan.

Kesesuaian Aspek Lokasi dan Bangunan

Pada aspek lokasi dan bangunan, rumah sakit menunjukkan tingkat
kesesuaian yang tinggi terhadap standar yang dipersyaratkan. Lokasi rumah
sakit berada pada kawasan yang strategis, memiliki aksesibilitas yang baik,
didukung utilitas dasar yang memadai, area parkir yang cukup, serta telah
memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
dan batas lahan yang jelas. Kondisi ini menunjukkan bahwa rumah sakit telah
memenuhi sebagian besar persyaratan struktural yang diperlukan untuk
mendukung pelayanan kesehatan yang aman, efektif, dan berkelanjutan.
Kesesuaian Aspek Pelayanan Medis

Pelayanan medis yang meliputi pelayanan gawat darurat, rawat jalan, rawat
inap, pelayanan intensif, serta pelayanan bedah dan kamar operasi secara
umum telah memenuhi standar perizinan berusaha rumah sakit. Infrastruktur
pelayanan utama telah tersedia dan berfungsi dengan baik. Namun demikian,
masih ditemukan beberapa area yang memerlukan penyempurnaan, antara
lain optimalisasi sistem monitoring pada IGD, penyediaan ruang laktasi dan
peningkatan kenyamanan ruang tunggu rawat jalan, penyesuaian terhadap
standar Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), pengendalian kelembaban dan
pemeliharaan plafon ruang rawat inap, optimalisasi operasional Intensive
Coronary Care Unit (ICCU), peningkatan kapasitas recovery room, serta
penyempurnaan sistem ventilasi dan pendingin ruang operasi.

Kesesuaian Aspek Pelayanan Penunjang Medik

Unit penunjang medik menunjukkan tingkat kesesuaian yang baik terhadap
standar yang dipersyaratkan. Laboratorium telah memiliki fasilitas
pemeriksaan yang lengkap termasuk laboratorium mikrobiologi dan PCR.
Unit radiologi telah dilengkapi CT Scan, MRI, USG, dan Cathlab. CSSD
telah menerapkan alur satu arah yang sesuai standar pengendalian infeksi.
Laundry dan instalasi gizi juga telah menerapkan sistem kerja yang
mendukung keselamatan pasien.
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Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kesenjangan yang

memerlukan tindak lanjut, antara lain perbaikan pencahayaan laboratorium,

pemisahan saluran AC dari area wastafel laboratorium, penguatan sistem

inventarisasi dan pemeliharaan alat, pelaksanaan kalibrasi alat secara lebih

independen, serta penyelesaian kalibrasi mammografi agar dapat

dimanfaatkan secara optimal dalam pelayanan deteksi dini kanker payudara.

Kesesuaian Aspek Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit secara umum telah berjalan

dengan baik. IPSRS telah memiliki workshop untuk pemeliharaan alat medik,

pekerjaan logam, dan pekerjaan bangunan. Sistem utilitas dasar rumah sakit

juga berfungsi sesuai kebutuhan operasional.

Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, yaitu

pemisahan area workshop berdasarkan jenis pekerjaan untuk meningkatkan

keselamatan dan efisiensi kerja, optimalisasi fungsi lift kebakaran sebagai

bagian dari kesiapsiagaan bencana, serta penyempurnaan dokumentasi

pemeliharaan genset untuk menjamin ketelusuran dan keandalan sistem

kelistrikan cadangan.

Kesesuaian Aspek Pelayanan Jenazah

Pelayanan jenazah telah memiliki fasilitas dasar yang mendukung

penyelenggaraan pelayanan. Namun demikian, masih terdapat kebutuhan

pengembangan fasilitas berupa ruang tunggu keluarga, ruang ibadah, ruang

duka, area jemur alat pasca-dekontaminasi, dan optimalisasi akses menuju

kamar jenazah. Temuan ini menunjukkan bahwa pelayanan jenazah telah

memenuhi fungsi operasional dasar, tetapi masih memerlukan penguatan

untuk mendukung pelayanan yang lebih manusiawi, bermartabat, dan

berorientasi pada keluarga.

Identifikasi Kesenjangan Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Rumah

Sakit

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan yang ditemukan tidak lagi

berada pada aspek pemenuhan persyaratan dasar, melainkan pada aspek

optimalisasi mutu, utilisasi fasilitas, dan kesiapan operasional. Kesenjangan

utama meliputi:

a. Belum optimalnya operasional ICCU meskipun fasilitas telah tersedia;

b. Belum terlaksananya kalibrasi mammografi secara optimal;

c. Perlunya penyesuaian terhadap standar KRIS pada beberapa ruang rawat
inap;

d. Perlunya peningkatan kapasitas recovery room dan sistem ventilasi ruang
operasi;

e. Penguatan sistem pemeliharaan dan dokumentasi sarana-prasarana;

f.  Penyempurnaan beberapa fasilitas pendukung pelayanan pasien dan
keluarga.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa RSUD Brigjend H. Hasan Basry

Kandangan telah berada pada fase peningkatan kualitas pelayanan (quality
improvement stage), dimana tantangan utama bukan lagi penyediaan fasilitas dasar,
melainkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan penguatan sistem tata kelola
pelayanan.
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8. Tingkat Kesesuaian Keseluruhan terhadap Standar Perizinan Berusaha

Rumah Sakit

RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan menunjukkan tingkat kesesuaian

yang tinggi terhadap Standar Perizinan Berusaha Rumah Sakit berdasarkan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025. Rumah sakit telah

memenuhi sebagian besar persyaratan administratif, teknis, operasional, dan

tata kelola yang dipersyaratkan dalam sistem perizinan berbasis risiko.

Kesenjangan yang masih ditemukan bersifat spesifik dan operasional serta

tidak mengurangi kesiapan dasar rumah sakit dalam menjalankan pelayanan

kesehatan.
Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, direkomendasikan beberapa langkah strategis
sebagai berikut:
1.  Bagi Manajemen RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan

a. Menyusun dan melaksanakan rencana aksi perbaikan (improvement plan)
terhadap seluruh temuan yang masih memerlukan penyempurnaan sesuai
target waktu yang telah disepakati.

b. Mengoptimalkan operasional ICCU melalui penguatan sumber daya
manusia, sistem pelayanan, dan integrasi layanan kardiovaskular kritis.

c. Melaksanakan kalibrasi mammografi dan memperkuat program quality
assurance seluruh peralatan diagnostik secara berkala.

d. Melakukan penyesuaian ruang rawat inap sesuai standar KRIS, termasuk
aspek kenyamanan, kelembaban ruangan, dan pemeliharaan fisik
bangunan.

e. Meningkatkan kapasitas recovery room dan menyempurnakan sistem
ventilasi ruang operasi sesuai standar keselamatan pelayanan bedah.

f.  Mengembangkan pelayanan yang lebih berorientasi pada pasien dan
keluarga melalui penyediaan ruang laktasi, peningkatan kualitas ruang
tunggu, ruang duka, ruang ibadah, dan fasilitas pendukung keluarga
lainnya.

2.  Bagi Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPSRS)

a. Melakukan pemisahan workshop alat medik, workshop logam, dan
workshop bangunan sesuai prinsip keselamatan kerja dan manajemen
fasilitas modern.

b. Mengoptimalkan fungsi lift kebakaran sebagai bagian dari sistem
kesiapsiagaan bencana rumah sakit.

c. Menyempurnakan sistem dokumentasi pemeliharaan utilitas dan
peralatan kritis, termasuk genset, lift, dan sistem mekanikal-elektrikal
lainnya.

3. Bagi Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan

a. Memberikan dukungan anggaran dan kebijakan untuk penyelesaian
seluruh temuan yang memerlukan investasi infrastruktur dan
pengembangan layanan.

b. Memperkuat mekanisme pembinaan dan pengawasan berkala terhadap
pemenuhan standar perizinan berusaha rumah sakit.
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c. Mendorong integrasi hasil evaluasi perizinan berusaha dengan sistem

pembinaan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit daerah.
4.  Bagi Kementerian Kesehatan

a. Mengembangkan model evaluasi perizinan berbasis kesiapan
institusional (institutional readiness) yang tidak hanya menilai
kepatuhan administratif tetapi juga kemampuan operasional rumah sakit.

b. Memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap
rumah sakit yang telah memperoleh izin operasional.

c. Menjadikan hasil penilaian kesesuaian perizinan sebagai bagian dari
sistem peningkatan mutu rumah sakit nasional.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

a. Melakukan penelitian komparatif pada berbagai rumah sakit pemerintah
dan swasta untuk memperoleh gambaran nasional mengenai tingkat
kesiapan rumah sakit terhadap Standar Perizinan Berusaha Rumah Sakit.

b. Mengembangkan model pengukuran kesiapan institusional rumah sakit
(Institutional Readiness Index) sebagai instrumen evaluasi perizinan
berbasis risiko.

c. Mengkaji hubungan antara tingkat kesesuaian perizinan berusaha, mutu
pelayanan, keselamatan pasien, dan kinerja rumah sakit untuk
memperkuat evidensi kebijakan kesehatan di Indonesia.
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